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Abstrak 

Skripsi ini berjudul “Implementasi Pengupahan Tenaga Kerja Home 
Industry Kerupuk Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Home 
Industry Kerupuk Desa Sumberagung Ngraho Bojonegoro)”. Masalah yang 

diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana implementasi pengupahan tenaga 

kerja home industry kerupuk di Desa Sumberagung Ngraho Bojonegoro dan 

bagaimana implementasi pengupahan tenaga kerja home industry kerupuk di 

Desa Sumberagung Ngraho Bojonegoro ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

pengupahan tenaga kerja dalam perspektif Ekonomi Islam. Metode yang 

digunakan dalam skripsi ini yaitu studi kasus deskripsi yaitu membuat deskripsi 

secara berurutan dan valid mengenai fakta-fakta tentang pengupahan tenaga 

kerja home industry dalam perspektif Ekonomi Islam di Desa Sumberagung 

Ngraho  Bojonegoro. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif  yaitu guna menganalis data yang sudah diporoleh untuk 

kemudian menjawab permasalahan. Untuk pengumpulan data penulis melakukan 

dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengupahan tenaga kerja yang ada di 

home industry kerupuk Desa Sumberagung belum sepenuhnya sesuai dengan 

Ekonomi Islam. Karena pada saat melakukan kesepakatan kerja pemilik usaha 

tidak menyebutkan jumlah upah yang akan diterima pekerja sebelum pekerjaan 

dimulai. Akan tetapi, dalam membayar upah pekerja pemilik usaha tidak pernah 

menunda-tunda dan selalu tepat pada waktu yang sudah disepakati sebelumnya. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka diharapkan agar setiap pemilik 

usaha sebelum mempekerjakan seseorang haruslah memberitahu jumlah upah 

yang akan diterima pekerja terlebih dahulu sebelum memulai pekerjaan. Supaya 

nantinya tidak terjadi masalah-masalah yang tidak diinginkan. 

Kata Kunci: Pengupahan, Tenaga Kerja, Home Industry Kerupuk. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

 

Pada masyarakat yang agraris, dimana mayoritas mengandalkan 

usaha pertanian, menjadikan industri rumah tangga sebagai salah satu 

sumber pendapatan tambahan. Masyarakat menjadikan home industry 

sebagai sarana alternatif sumber pendapatan ketika sektor pertanian 

dalam masa menunggu panen. Dengan besaran upah yang ditawarkan dan 

masa kerja yang tidak dipengaruhi musim menjadikan industri rumah 

tangga memiliki dua fungsi: sebagai penopang perekonomian lokal dan 

sebagai tulang punggung perekonomian keluarga. 

Adil dan layak bagi kelangsungan hidup pekerja dan keluarga 

seyogyanya menjadi acuan dalam memberikan upah kepada pekerja. 

Namun demikian, kondisi yang terjadi dilapangan para buruh sering 

melakukan aksi demo menuntut kenaikan upah. Hal ini terjadi karena 

upah yang diterima pekerja tidak sebanding dengan apa yang sudah 

mereka kerjakan. Penelitian skripsi ini dimaksudkan untuk mengkaji 

proses pengupahan dalam kasus home industry kerupuk di Desa 

Sumberagung Ngraho Bojonegoro. 

Bab pendahuluan dalam skripsi ini terdiri dari 8 sub bab. Pertama 

menjelaskan latar belakang masalah, dalam sub bab ini dijabarkan alasan 

peneliti tertarik untuk meneliti topik yang akan di teliti. Sub bab kedua 
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yaitu identifikasi dan batasan masalah yang menjelaskan masalah-

masalah  yang kemungkinan akan muncul dalam penelitian dengan 

melakukan identifikasi. Kemudian masalah yang diidentifikasi tersebut 

dibatasi, dengan tujuan agar masalah yang akan diteliti jelas mana saja 

yang masuk dan mana yang tidak masuk. 

Sub bab ketiga yaitu rumusan masalah yang berisi tentang satu atau 

lebih pertanyaan yang akan dijawab dengan melalui penelitian. Sub bab 

keempat yaitu kajian pustaka yang memuat tentang persamaan dan 

perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang. 

Tujuannya adalah agar tidak terjadi duplikasi dari penelitian yang sudah 

ada. Sub bab kelima adalah tujuan penelitian yang berisi  penelitian yang 

telah dilakukan oleh peneliti terdapat tujuan yang ingin dicapainya. 

Sub bab keenam yaitu kegunaan hasil penelitian yang memuat 

tentang kegunaan atau manfaat dari segi teoritis dan dari segi praktis. Sub 

bab ketujuh yaitu definisi operasional yang menjelaskan tentang 

pengertian dari variabel penelitian secara operasional. Variabel yang 

didefinisikan bukan kata per kata, akan tetapi variabel yang dipandang 

masih belum operasional saja. Sub bab kedelapan yaitu metode penelitian 

yang  memuat data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan 

data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan sistematika 

pembahasan. 
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A. Latar Belakang Masalah 

Home industry merupakan suatu usaha atau perusahaan kecil yang 

memproduksi barang mentah menjadi barang jadi yang proses 

produksinya dilakukan dirumah atau tempat tinggalnya sendiri.1 Home 

industry memiliki banyak bidang yaitu diantaranya industri kayu, industri 

plastik, industri makanan, dan lain-lain. Seperti halnya home industry  

yang ada di Desa Sumberagung Ngraho Bojonegoro ini bergerak di bidang 

makanan yaitu memproduksi kerupuk khas Bandung dengan bentuk bulat 

seperti bunga dan memiliki cita rasa yang berbeda dengan kerupuk 

lainnya.  

Berdasarkan golongannya home industry kerupuk di Desa 

Sumberagung Kecamatan Ngraho Bojonegoro ini termasuk dalam industri 

kecil yaitu tenaga kerja yang ada di industri tersebut berjumlah (5-19 

orang).2 Pemilik usaha di home industry kerupuk merekrut tenaga kerja 

dari masyarakat sekitar dengan pemberian upah sesuai dengan pekerjaan 

mereka. Home industry kerupuk ini sangat berpengaruh terhadap 

perekonomian desa. Masyarakat Desa Sumberagung yang mayoritas 

berprofesi sebagai petani sangat mengandalkan pekerjaan di home 

industry kerupuk ini karena penghasilan mereka dari bertani tidak 

menentu. Sehingga home industry kerupuk ini memberikan peluang bagi 

                                                           
1 Ismail Fahmi Arrauf Nst, Muhammad Riza dan Tri Novita, “Sistem Pembayaran Upah Pekerja 

Pada Home Industri Bolu Ikan Di Kota Langsa”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 1 No. 1 (2017), 1. 
2 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016. 
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masyarakat sekitar yang pengangguran untuk dapat bekerja dan dapat 

meningkatkan perekonomian keluarga. 

Pemberian upah kepada pekerja atau buruh adalah suatu wujud  

pemberian kompensasi yang diberikan kepada pekerja oleh pemilik usaha. 

Kompensasi dapat berupa uang dan bagi pekerja merupakan yang utama 

dari bentuk-bentuk kompensasi yang ada. Untuk kelangsungan hidup 

buruh, gaji atau upah yang diterima merupakan penunjang bagi 

kehidupannya dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, 

pendidikan dan lain-lain. Sedangkan gaji atau upah yang diberikan kepada 

pekerja bagi industri atau perusahaan merupakan sebagai jaminan untuk 

kelangsungan produksi industri tersebut. Oleh karenanya, antara pemilik 

usaha dengan pekerja hubungan keduanya harus terjalin dengan baik dan 

saling memahami kebutuhan masing-masing.3 

Pengertian upah secara umum dapat diartikan sebagai pembayaran 

yang diterima pekerja atau buruh dari pemilik usaha selama pekerja 

tersebut melaksanakan suatu pekerjaan. 4  Sedangkan pengertian upah 

menurut UU No. 13 Tahun 2003 yaitu hak pekerja/buruh yang diterima 

dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau 

pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan 

menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-

                                                           
3 Ismail Fahmi Arrauf Nst, Muhammad Riza dan Tri Novita, “Sistem Pembayaran Upah Pekerja 

Pada Home Industri Bolu Ikan Di Kota Langsa”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol. 1 No. 1 (2017), 1. 
4  Septi Wulan Sari, “Pemberian Upah Pekerja Ditinjau Dari Upah Minimum Kabupaten Dan 

Hukum Ekonomi Islam”, Jurnal Hukum Islam Vol. 4 No. 1 (Juli 2013), 2. 
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undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas 

suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.5 

Problematika yang sering muncul terkait upah yaitu dikarenakan 

kurang terpenuhinya hak upah para tenaga kerja yang layak oleh pemilik 

usaha. Upah yang diberikan kepada pekerja harus memenuhi penghidupan 

yang layak diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 88 ayat 1 

bahwasanya setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang 

memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.6 Selain hak upah 

yang layak, pemberian upah kepada tenaga kerja harus sesuai dengan 

pekerjaannya dan yang terpenting dalam pemberian upah itu harus adil. 

Apabila tenaga kerja tidak mendapatkan upah yang layak dan adil, maka 

hal semacam ini tentunya akan mempengaruhi pendapatan, selain itu juga 

akan menurunkan tingkat produktivitas dan tingkat daya beli 

masyarakat.7 

Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang 

layak bagi kemanusiaan, maka pemerintah menetapkan kebijakan 

pengupahan yang melindungi pekerja/buruh yaitu berupa penetapan upah 

minimum. Tujuan dari penetapan upah minimum ini adalah untuk 

membantu para buruh yang masih mendapat gaji di bawah upah minimum 

agar dapat lebih meningkat. Sehingga dapat mencukupi kebutuhan 

                                                           
5 Departemen Tenaga Kerja RI, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 4. 
6 Ibid, 23. 
7 M. Mabruri Faozi, Putri Inggi Rahmiyanti, “Sistem Pengupaan Tenaga Kerja Home Industri 

Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah 4 (1) (2016), 2. 
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pekerja dan keluarganya secara layak. Namun, dengan adanya 

peningkatan upah, maka pemilik usaha harus menyesuaikan tingkat upah 

yang akan diberikan kepada pekerja dengan tingkat upah yang sudah 

ditetapkan pemerintah. 

       Pemilik usaha dengan pekerja harus melakukan kesepakatan dalam 

menetapkan upah minimum. Pemilik usaha dalam memberi upah 

minimum tidak boleh lebih rendah atau bertentangan dengan perundang-

undangan. Dalam hal ini apabila lebih rendah atau bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, 

dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, bagi pengusaha yang 

tidak mampu membayar upah minimum maka dapat dilakukan 

penangguhan. 

Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 89 upah minimum terdiri 

dari upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota 

dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau 

kabupaten/kota. Upah minimum tersebut ditetapkan oleh Gubernur 

dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi 

dan/atau Bupati/Walikota.8 Berikut daftar upah minimum kabupaten/kota 

di Jawa Timur dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini. 

 

                                                           
8 Departemen Tenaga Kerja RI, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 

23. 
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Tabel 1.1 Daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur 2017-

2018 

No Kabupaten/Kota UMK Tahun 20179 UMK Tahun 201810 

1 Kota Surabaya Rp. 3.296.212,50 Rp. 3.583.312,61 

2 Kabupaten Gresik Rp. 3.293.506,25 Rp. 3.580.370,64 

3 Kabupaten Sidoarjo Rp. 3.290.800,00 Rp. 3.577.428,68 

4 Kabupaten Pasuruan Rp. 3.288.093,75 Rp. 3.574.486,72 

5 Kabupaten Mojokerto Rp. 3.279.975,00 Rp. 3.565.660,82 

6 Kabupaten Malang Rp. 2.368.510,00 Rp. 2.574.807,22 

7 Kota Malang Rp. 2.272.167,50 Rp. 2.470.073,29 

8 Kota Batu Rp. 2.193.145,00 Rp. 2.384.167,93 

9 Kabupaten Jombang Rp. 2.082.730,00 Rp. 2.264.135,78 

10 Kabupaten Tuban Rp. 1.901.952,50 Rp. 2.067.612,56 

11 Kota Pasuruan Rp. 1.901.952,50 Rp. 2.067.612,56 

12 Kabupaten Probolinggo Rp. 1.879.220,00 Rp. 2.042.900,06 

13 Kabupaten Jember Rp. 1.763.392,50 Rp. 1.916.983,99 

14 Kota Mojokerto Rp. 1.735.247,50 Rp. 1.886.387,56 

15 Kota Probolinggo Rp. 1.735.247,50 Rp. 1.886.387,56 

16 Kabupaten Banyuwangi Rp. 1.730.917,50 Rp. 1.881.680,41 

17 Kabupaten Lamongan Rp. 1.702.772,50 Rp. 1.851.083,98 

18 Kota Kediri Rp. 1.617.255,00 Rp. 1.758.117,91 

19 Kabupaten Bojonegoro Rp. 1.582.615,00 Rp. 1.720.460,77 

20 Kabupaten Kediri Rp. 1.576.120,00 Rp. 1.713.400,05 

21 Kabupaten Lumajang Rp. 1.555.552,50 Rp. 1.691.041,12 

22 Kabupaten Tulungagung Rp. 1.537.150,00 Rp. 1.671.035,77 

23 Kabupaten Bondowoso Rp. 1.533.902,50 Rp. 1.667.505,41 

24 Kabupaten Bangkalan Rp. 1.530.655,00 Rp. 1.663.975,05 

25 Kabupaten Nganjuk Rp. 1.527.407,50 Rp. 1.660.444,69 

26 Kabupaten Blitar Rp. 1.520.912,50 Rp. 1.653.383,98 

27 Kabupaten Sumenep Rp. 1.513.335,00 Rp. 1.645.146,48 

28 Kabupaten Madiun Rp. 1.509.005,00 Rp. 1.640.439,34 

29 Kota Blitar Rp. 1.509.005,00 Rp. 1.640.439,34 

30 Kabupaten Sampang Rp. 1.501.427,50 Rp. 1.632.201,84 

31 Kabupaten Situbondo Rp. 1.487.355,00 Rp. 1.616.903,62 

32 Kabupaten Pamekasan Rp. 1.461.357,00 Rp. 1.588.660,76 

33 Kabupaten Madiun Rp. 1.450.550,00 Rp. 1.576.892,91 

34 Kabupaten Ngawi Rp. 1.444.055,00 Rp. 1.569.832,19 

35 Kabupaten Ponorogo Rp. 1.388.847,50 Rp. 1.509.816,12 

36 Kabupaten Pacitan Rp. 1.388.847,50 Rp. 1.509.816,12 

37 Kabupaten Trenggalek Rp. 1.388.847,50 Rp. 1.509.816,12 

                                                           
9 Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 121 Tahun 2016, Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa 

Timur Tahun 2017, diakses pada tanggal 30 November 2018. 
10 Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 75 Tahun 2017, Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa 

Timur Tahun 2018, diakses pada tanggal 30 November 2018. 
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38 Kabupaten Magetan Rp. 1.388.847,50 Rp. 1.509.816,12 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat di ketahui bahwa untuk Kabupaten 

Bojonegoro menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota pada tahun 

2017 sebesar Rp. 1.582.615 dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan 

yaitu sebesar Rp. 1.720.460. Kenaikan ini disesuaikan dengan standar 

kebutuhan hidup yang ada di Kabupaten Bojonegoro. 

Dalam Prespektif Islam, masalah pengupahan dikenal dengan 

sebutan ijarah. Menurut bahasa Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yaitu al- 

‘iwadl artinya ganti dan upah.11 Dalam fiqh muamalah, upah disebut juga 

dengan dengan al-ijarah. Tujuan disyariatkan al-ijarah yaitu untuk 

memberikan rukhsah dalam kelangsungan hidup umat manusia yang 

layak.12  

Menurut Septi Wulan Sari, upah yang dibayarkan kepada pekerja 

atau buruh menurut Hukum Islam wajib mempunyai unsur keadilan, 

kebajikan, dan kelayakan. Lebih lanjut dalan penjelasannya akad antara 

pemilik usaha dan pekerja juga wajib memenuhi syarat yang sudah 

ditetapkan dalam Syari’at Islam dan batasan upah yang dibayarkan 

kepada pekerja baik berupa besarnya upah juga dalam pembayaran upah 

                                                           
11 Septi Wulan Sari, “Pemberian Upah Pekerja Ditinjau Dari Upah Minimum Kabupaten Dan 

Hukum Ekonomi Islam”, Jurnal Hukum Islam Vol. 4 No. 1 (Juli 2013), 6. 
12 M. Mabruri Faozi, Putri Inggi Rahmiyanti, “Sistem Pengupaan Tenaga Kerja Home Industri 

Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah 4 (1) (2016), 2. 
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kepada pekerja harus tepat waktu.13 Hal ini sebagaimana kisah Rasulullah 

SAW berikut : 

“Penghargaan Rasulullah terhadap jasa seseorang terlihat pada 

kenyataan bahwa ia mengharuskan orang yang menerima jasa atau 

layanan agar segera membayar upah bagi pemberi jasa tersebut. Orang 

yang memberikan atau menjual jasanya, tentu mengharapkan agar segera 

dibayar dan tidak ditunda-tunda.” Penundaan pembayaran termasuk 

kategori kezaliman yang sangat dilarang dalam Islam. Karena itu, 

menurut Rasulullah, seseorang seharusnya membayar gaji orang yang 

bekerja sesegera mungkin sebelum keringatnya kering, sebagaimana 

sabdanya:   

ََْرَسُو لُْالِلهْصَلَّْاللهُْعَلَيْ ْعَب دِالِلهْب نِْعُمَرَْقاَلَْقاَلَْْعَنْ  رَ ُْأَع طوُاْال َْْهَََْسَلَّ ْجِِي ََْأَجِي 

ْيََِفَّْ )رَََاُ ْاب نُْمَاجَِيهَ(.ْعَرَْقهُُْْقَ ب لَْأَن   

Artinya : “Dari Abdullah ibn ‘Umar katanya: Rasulullah SAW. 

bersabda, “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya” 

(HR. Ibn Majah).14 

Hadits di atas menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada 

orang yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan selesai 

dan tidak diperbolehkan ditunda-tunda karena ada kemungkinan yang 

bersangkutan sangat membutuhkannya. Penundaan pembayaran tentu 

                                                           
13 Septi Wulan Sari, “Pemberian Upah Pekerja Ditinjau Dari Upah Minimum Kabupaten Dan 

Hukum Ekonomi Islam”, Jurnal Hukum Islam Vol. 4 No. 1 (Juli 2013), 8. 
14 Muhammad Yazid, Fiqh Muamalah Ekonomi Islam, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 191. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 

 

 

 

sangat merugikan orang tersebut apalagi kalau sangat lama, sehingga lupa 

dan tidak terbayarkan. 

Penundaan pembayaran tersebut orang yang menunda membayar 

hutangnya yang juga termasuk kezaliman yang harus dihindari. Jika 

seseorang berhutang kepada orang lain, maka orang tersebut harus segera 

membayarnya saat ia mampu, sebagaimana sabda Rasulullah: 

ُُْبِْأَْْنْ عَْ َّْقاَْلَ:ْمَط لُْال غَْْعَْرَضِيْاللهُْعَن هُْأَنَّْرَسُوْلَْالِلهْصَلّىْاللهُْْةرََْْي  رَْْْ نِيْلَي هََِْسَلّ

ٌَْ)رَْ ىُ(.اُ ْال بُخَاْرََِْْظلُ   

Artinya : “Dari Abu Hurayrah RA. bahwasanya  Rasulullah SAW. 

bersabda, “Orang kaya yang menunda (membayar utangnya) adalah 

zalim” (HR. al-Bukhari).15 

Di dalam Islam juga diharuskan secara pasti dan secepatnya dalam 

pemberian upah. Aturan ini ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW 

dalam persoalan ini. Majikan harus memberitahukan upah sebelum 

seorang pekerja dipekerjakan. Mempekerjakan orang tanpa 

memberitahukan lebih dahulu upahnya adalah haram. Dilaporkan oleh 

Abu Sa’id al-Khudri bahwa Nabi SAW melarang mempekerjakan 

seseorang tanpa memberitahu upahnya.16 

 
                                                           
15 Idri, Hadith Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadith Nabi), (Surabaya: UIN Sunan Ampel 

Press, 2014), 119. 
16  Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam (Prinsip Dasar), (Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Group, 2012), 194. 
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رَ ُْ هُْأَجِي  تَأ ْجَِير تَْأَجِِي َاًْفأََع لِم  ْأَبِْسَعِيدٍْقاَلَْإِذَاْاس  (سَاْئِىرَََاُ ْالنَّ)ْعَن   

Artinya : “Dari Abi sa’id al-Khudri ra bahwa Nabi SAW bersabda 

barang siapa yang mencari seseorang untuk mengerjakan sesuatu, 

hendaklah menyatakan kepadanya berapa upahnya.” (HR. An-Nasa’i). 

Berdasarkan penjelasan diatas, Pengupahan pada home industry 

kerupuk di Desa Sumberagung Ngraho Bojonegoro. Dalam home industry 

Kerupuk di Desa Sumberagung Ngraho Bojonegoro terdapat 9 orang 

karyawan. Sistem pengupahannya menggunakan sistem upah mingguan 

dan sistem upah borongan. Pada home industry kerupuk ini sistem 

pengupahannya berdasarkan bidang pekerjaannya. Pemilik usaha home 

industry kerupuk pada awal kesepakatan kerja atau kontrak kerja tidak 

menyebutkan jumlah upah yang akan diberikan kepada pekerja. Tentunya 

hal ini tidak sesuai dengan Syari’at Islam. Disebutkan juga dalam UU No. 

13 Tahun 2003 Pasal 91 bahwasanya dalam memberikan upah kepada 

pekerja tidak boleh lebih rendah dari upah minimum. 

Dari permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis 

tertarik untuk meneliti pengupahan pada home industry kerupuk ini 

dengan judul “implementasi pengupahan tenaga kerja home industry 

kerupuk ditinjau dari perspektif  Ekonomi Islam (Studi kasus di home 

industry  kerupuk Desa Sumberagung Ngraho Bojonegoro)”. 
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B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diatas, maka masalah 

yang dapat diidentifikasikan adalah sebagai berikut: 

a. Home industry kerupuk di Desa Sumberagung Ngraho Bojonegoro 

dapat memberi pekerjaan bagi masyarakat sekitar. 

b. Perekonomian pekerja dan keluarga dapat terbantu dengan adanya 

home industry kerupuk tersebut. 

c. Penundaan pembayaran upah. 

d. Pembayaran upah tidak boleh lebih rendah dari upah minimum. 

e. Pengupahan dalam Perspektif Ekonomi Islam. 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan kemampuan peneliti, 

maka peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Bagaimana Pengupahan Tenaga Kerja Home Industry Kerupuk di 

Desa Sumberagung Ngraho Bojonegoro. 

b. Bagaimana Implementasi Pengupahan Tenaga Kerja Home 

Industry Kerupuk di Desa Sumberagung Ngraho Bojonegoro 

Ditinjau dari Perspektif  Ekonomi Islam. 
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C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Implementasi Pengupahan Tenaga Kerja Home Industry 

Kerupuk di Desa Sumberagung Ngraho Bojonegoro? 

2. Bagaimana Implementasi Pengupahan Tenaga Kerja Home Industry 

Kerupuk di Desa Sumberagung Ngraho Bojonegoro Ditinjau Dari 

Perspektif Ekonomi Islam? 

D. Kajian Pustaka 

Tujuan dari kajian pustaka ini pada dasarnya adalah untuk 

mengetahui perbedaan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

saat ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi. Penjelasannya sebagai 

berikut: 

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu 

No. Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Tujuan 

 Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

1. M. 

Mabruri 

Faozi dan 

Putri 

Inggi 

Rahmiyan

ti 

Sistem 

Pengupaha

n 

Tenaga 

Kerja 

Home 
Industry 

Konveksi 

ABR 

Perspektif 

Ekonomi 

Islam 

untuk 

mengetahui 

sistem 

pengupahan 

tenaga kerja 

di Home 
Industry 

Konveksi 

ABR dan 

untuk 

mengetahui 

sistem 

pengupahan 

tenaga kerja 

di Home 
Industry 

Konveksi 

ABR 

perspektif 

ekonomi 

Islam 

Peneliti 

disini 

menggunaka

n metode 

penelitian 

kualitatif dan 

peneliti 

sekarang 

juga 

menggunaka

n metode 

penelitian 

kualitatif 

Lokasi 

penelitian 

yang diteliti 

berbeda. 

Lokasi disini 

yaitu home 
industry 

konveksi 

ABR. 

Sedangkan 

peneliti saat 

ini di home 
industry 

kerupuk. 
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2. Septi 

Wulan 

Sari 

Pemberian 

Upah 

Pekerja 

Ditinjau 

dari Upah 

Minimum 

Kabupaten 

dan Hukum 

Ekonomi 

Islam 

untuk 

mendeskripsi

kan tentang 

sistem 

pengupahan 

pekerja 

bengkel las 

di Desa 

Tanjungsari 

Kecamatan 

Karangrejo 

Kabupaten 

Tulungagung 

baik dari 

ditinjau dari 

Upah 

Minimum 

Kabupaten 

Tulungagung 

dan juga 

menurut 

Hukum 

Ekonomi 

Islam 

Sama-sama 

membahas 

Upah pekerja 

menurut 

Ekonomi 

Islam 

Lokasi 

penelitian. 

Disini 

meniliti di 

karangrejo 

Tulungagung

. Sedangkan 

peneliti saat 

ini di Ngraho 

Bojonegoro. 

3. Ismail 

Fahmi 

Arrauf 

Nst, 

Muhamm

ad Riza, 

Tri 

Novita 

Sistem 

Pembayara

n Upah 

Pekerja 

Pada Home 

Industri 

Bolu Ikan 

Di Kota 

Langsa 

untuk 

meneliti 

sistem 

pengupahan 

yang 

dilakukan 

pada home 
industry bolu 

ikan di Kota 

Langsa 

dalam 

pandangan 

Ekonomi 

Islam. 

Metode 

penelitian 

menggunaka

n kualitatif 

Lokasi 

penelitian 

4. Rachmad 

Firmansy

ah 

Proses 

Perumusan 

dan  

Penetapan 

Kebijakan 

Pengupaha

n Dalam 

Perspektif 

Islam 

Untuk 

mengetahui 

Proses 

Perumusan 

Upah 

Minimun 

hingga  

Penetapan 

Kebijakan 

Pengupahan 

Dalam 

Metode 

penelitian 

kualitatif 

Meneliti 

tentang 

proses 

perumusan 

upah 

minimum 

dan 

penetapan 

kebijakan 

penguphan. 

Sedangkan 
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Perspektif 

Islam 

peneliti 

sekarang 

meneliti 

implementas

i pengupahan 

ditinjau dari  

perspektif 

Ekonomi 

Islam. 

5. Ade 

Kurnia, 

Abdul 

Wahab,  

Urbanus 

Uma Leu 

Tinjauan 

Ekonomi 

Islam atas 

Sistem 

Pengupaha

n 

Karyawan 

Home 
Industry 
Meubel 

untuk 

melihat 

sistem 

pengupahan 

yang 

diterapkan 

pada 

karyawan di 

home 
industry 
meubel dari 

sudut 

pandang 

ekonomi 

Islam. 

Metode 

penelitian 

kualitatif, 

pengupahan 

dalam 

perspektif 

Ekonomi 

islam. 

Lokasi 

penelitian.  

6. Badrus 

Sholeh 

Pemberian 

Upah 

Pekerja 

Sandal Di 

Home 

Industri 

Sandal 

Desa 

Wedoro 

Dalam 

Perspektif 

Hukum 

Islam Dan 

UU 

Ketenagake

rjaan 

Untuk  

menjawab 

perumusan 

masalah 

yaitu 

bagaimana 

upah pekerja 

sandal di 

home 
industry di 

desa wedoro 

dan 

bagaimana 

tinjauan 

hukum islam 

dan Undang-

undang 

tenaga kerja 

tentang 

pengupahan 

tersebut. 

Pengupahan 

dalam islam. 

Lokasi 

penelitian 

disini di desa 

wedoro. 

Sedangkan 

peneliti 

sekarang di 

dusun 

Welang dan 

jenis 

penelitian. 
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Pertama, penelitian yang dilakukan M. Mabruri Faozi dan Putri 

Inggi Rahmiyanti dengan judul “Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Home 

Industri Konveksi ABR Perspektif Ekonomi Islam”. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui sistem pengupahan tenaga kerja di Home 

Industri Konveksi ABR dan untuk mengetahui sistem pengupahan tenaga 

kerja di Home Industry Konveksi ABR perspektif Ekonomi Islam. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa, sistem pengupahan tenaga kerja home 

industry konveksi ABR telah sesuai dengan Ekonomi Islam. Persamaan 

penelitian ini dengan penulis saat ini adalah sama-sama meninjau 

pengupahan dalam perspektif Ekonomi Islam dan metode penelitian yang 

digunakan sama yaitu kualitatif. Perbedaannya yaitu tempat penelitian 

yang dilakukan oleh M. Mabruri Faozi dan Putri Inggi Rahmiyanti pada 

home industry konveksi ABR. Sedangkan peneliti saat ini pada home 

industry kerupuk.17 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Septi Wulan Sari dengan 

judul “Pemberian Upah Pekerja Ditinjau dari Upah Minimum Kabupaten 

dan Hukum Ekonomi Islam”. Dengan tujuan untuk mendeskripsikan 

tentang sistem pengupahan pekerja bengkel las di Desa Tanjungsari 

Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung baik dari ditinjau dari 

Upah Minimum Kabupaten Tulungagung dan juga menurut Hukum 

Ekonomi Islam.  Hasil penelitian ini menunjukkn bahwa sistem 

                                                           
17 M. Mabruri Faozi, Putri Inggi Rahmiyanti, “Sistem Pengupaan Tenaga Kerja Home Industri 

Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah 4 (1), (2016). 
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pengupahan pekerja bengkel las di Desa Tanjungsari Kecamatan 

Karangrejo Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Upah Minimum 

Kabupaten Tulungagung belum memenuhi standard UMK yang ada di 

Tulungagung. Akan tetapi, jika ditinjau dari perspektif ekonomi Islam 

bahwa sistem pengupahan pekerja bengkel las di Desa Tanjungsari 

Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung telah memenuhi syarat 

keadilan, kelayakan dan kebajikan. Dan hal ini tentunya sudah sesuai 

dengan syari’at Islam. Persamaaan peneliti ini dengan peneliti sekarang 

yaitu sama-sama membahas tentang upah menurut Islam. Dan 

perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya yaitu peneliti ini meneliti 

di karangrejo Tulungagung. Sedangkan peneliti sekarang di Ngraho 

Bojonegoro.18 

Ketiga,  penelitian yang dilakukan oleh Ismail Fahmi Arrauf Nst, 

Muhammad Riza, Tri Novita dengan judul “Sistem Pembayaran Upah 

Pekerja Pada Home Industri Bolu Ikan Di Kota Langsa”. Yang bertujuan 

untuk meneliti sistem pengupahan yang dilakukan pada home industry 

bolu ikan di Kota Langsa dalam pandangan Ekonomi Islam. Hasil dari 

penelitian ini adalah Pembayaran upah pekerja pada home industry bolu 

ikan di Kota Langsa sudah sesuai berdasarkan analisis ekonomi Islam. 

Perrsamaan pneliti ini dengan peneliti sekarang adalah sama-sama 

                                                           
18 Septi Wulan Sari, “Pemberian Upah Pekerja Ditinjau Dari Upah Minimum Kabupaten Dan 

Hukum Ekonomi Islam”, Jurnal Hukum Islam Vol. 4 No. 1 (Juli 2013). 
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menggunkan metode penelitian kualitatif. Perbedannya pada lokasi 

penelitian.19 

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Rachmad Firmansyah 

dengan judul “Proses Perumusan dan  Penetapan Kebijakan Pengupahan 

Dalam Perspektif Islam”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

proses perumusan upah minimum hingga  penetapan kebijakan 

pengupahan dalam perspektif Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa masih belum memenuhi seluruh indiktor pengupahan secara Islami. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah pada jenis 

penelitiannya yaitu sama-sama menggunakan kualitatif. Perbedaannya 

yaitu peneliti ini meneliti tentang proses perumusan upah minimum dan 

penetapan kebijakan pengupahan. Sedangkan peneliti sekarang meneliti 

implementasi pengupahan ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.20 

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ade Kurnia, Abdul Wahab,  

Urbanus Uma Leu dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam atas Sistem 

Pengupahan Karyawan Home Industry Meubel”. Tujuannya untuk melihat 

sistem pengupahan yang diterapkan pada karyawan di home industry 

meubel dari sudut pandang ekonomi Islam. Hasil dari penelitian ini yaitu 

sistem pengupahan pada home industry meubel persfektif ekonomi Islam 

di Kelurahan Antang Kecamatan Manggala ini secara tidak langsung telah 

                                                           
19 Ismail Fahmi Arrauf Nst, Muhammad Riza dan Tri Novita, “Sistem Pembayaran Upah Pekerja 

Pada Home Industri Bolu Ikan Di Kota Langsa”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol. 1 No. 1 (2017), 6. 
20  Rachmad Firmansyah, “Proses Perumusan dan  Penetapan Kebijakan Pengupahan Dalam 

Perspektif Islam”, (Skripsi – Universitas Airlangga, 2016). 
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menerapkan sistem pengupahan menurut Islam. Persamaan penelitian 

yang dilakukan oleh Ade Kurnia, Abdul Wahab,  Urbanus Uma Leu 

dengan peneliti sekarang adalah jenis penelitian sama-sama menggunakan 

kualitatif dan sama-sama meneliti tentang pengupahan dalam perspektif 

ekonomi Islam. Perbedaanya yaitu pada lokasi penelitian.21 

Keenam, penelitian selanjutnya di lakukan oleh Badrus Sholeh 

dengan judul “Pemberian Upah Pekerja Sandal Di Home Industri Sandal 

Desa Wedoro Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU Ketenagakerjaan”. 

Dengan tujuan untuk  menjawab perumusan masalah yaitu bagaimana 

upah pekerja sandal di home industry di desa wedoro dan bagaimana 

tinjauan hukum islam dan Undang-undang tenaga kerja tentang 

pengupahan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam 

pelaksanaan pengupahan yang terjadi di home industry Sandal Desa 

Wedoro khususnya pada tahun 2012 terjadi banyak melanggar hak-hak 

normatif pekerja/buruhnya, baik yang terdapat dalam aturan Undang-

undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun dalam 

aturan hukum Islam. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti 

tentang pengupahan dalam perspektif Islam. Perbedaannya yaitu terletak 

pada lokasi penelitiannya dan jenis penelitian yang digunakan.22 

 

                                                           
21  Ade Kurnia, Abdul Wahab,  Urbanus Uma Leu, “Tinjauan Ekonomi Islam atas Sistem 

Pengupahan Karyawan Home Industry Meubel”, Jurnal Iqtisaduna 4 (1), (2018), 1. 
22  Badrus Sholeh, “Pemberian Upah Kepada Pekerja Sandal Di Home Industri Sandal Desa 

Wedoro Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU Ketenagakerjaan”, (Skripsi - IAIN Sunan Ampel 

Surabaya, 2012). 
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E. Tujuan Masalah 

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pengupahan Tenaga Kerja Home 

Industry Kerupuk di Desa Sumberagung Ngraho Bojonegoro. 

2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Implementasi Pengupahan 

Tenaga Kerja Home Industry Kerupuk Ditinjau Dari Perspektif 

Ekonomi Islam. 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini  ada 2, yaitu kegunaan 

teoritis dan kegunaan praktis. Diantaranya sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian tentang implementasi pengupahan 

tenaga home industry kerupuk di Desa Sumberagung Ngraho 

Bojonegoro ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam berguna bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, 

memperkuat, menyempurnakan, atau bahkan membantah teori yang 

sudah ada dan memberikan kajian ilmu pengetahuan tentang 

pengelolaan perburuhan dalam perspektif Ekonomi Islam guna 

penyempurnaan undang-undang ketenagakerjaan secara menyeluruh. 

2. Kegunaan Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menerapkan ilmu teori ke 

dalam ilmu praktik mengenai pengupahan tenaga kerja home industry 

kerupuk di Desa Sumberagung Ngraho Bojonegoro dan bermanfaat 

bagi pekerja home industry kerupuk agar dapat menerima upah secara 
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layak sehingga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bagi 

kelangsungan hidup mereka dan keluarganya. 

G. Definisi Operasional 

1. Upah 

Upah menurut UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 30 yaitu 

hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang 

sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 

pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu 

perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, 

termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu 

pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.23 

Dalam penelitian ini, peneliti mengukur pengupahan 

berdasarkan: 

a. Hadits dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Muhammad s.a.w. Bersabda 

: 

ََْأَع طوُاْال َْرَسُو لُْالِلهْصَلَّْاللهُْعَلَْْعَب دِالِلهْب نِْعُمَرَْقاَلَْقاَلَْْعَنْ  رَُ ْجِِي ََْأَجِيْ ي هَََْسَلَّ

ْيََِفَّْ )رَََاُ ْاب نُْمَاجَِيهَ(.ْعَرَْقهُُْْقَ ب لَْأَن   

Artinya : “Dari Abd Allah ibn ‘Umar katanya: Rasulullah 

SAW. bersabda, “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering 

keringatnya” (HR. Ibn Majah). 

                                                           
23 Departemen Tenaga Kerja RI, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 4. 
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b. Hadith dari Abi Sa’id al-Khudri, bahwa Nabi Saw bersabda: 

رَ ُْ هُْأَجِي  تَأ ْجَِير تَْأَجِِي َاًْفأََع لِم  ْأَبِْسَعِيدٍْقاَلَْإِذَاْاس   عَن 

Artinya : “Dari Abi sa’id al-Khudri ra bahwa Nabi SAW 

bersabda barang siapa yang mencari seseorang untuk 

mengerjakan sesuatu, hendaklah menyatakan kepadanya berapa 

upahnya.” (HR. An-Nasa’i). 

2. Tenaga Kerja 

Tenaga kerja menurut UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 2 

adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan 

sendiri maupun untuk masyarakat.24 

3. Home Industry 

Home industry merupakan suatu usaha atau perusahaan kecil 

yang memproduksi barang mentah menjadi barang jadi yang proses 

produksinya dilakukan dirumah atau tempat tinggalnya sendiri.25 

H. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah studi kasus 

deskriptif dengan tujuan untuk membuat deskripsi secara berurutan dan 

valid mengenai fakta-fakta tentang pengupahan tenaga kerja dalam 

perspektif Ekonomi Islam di Kabupaten Bojonegoro. 

                                                           
24 Ibid, 2. 
25 Ismail Fahmi Arrauf Nst, Muhammad Riza dan Tri Novita, “Sistem Pembayaran Upah Pekerja 

Pada Home Industri Bolu Ikan Di Kota Langsa”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol. 1 No. 1 (2017), 1. 
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Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

Karena penelitian ini dimaksudkan guna memberi data secara valid 

mengenai permasalahan yang dibahas dan guna menganalis data yang 

sudah diporoleh untuk kemudian menjawab permasalahan. 

1. Data yang dikumpulkan 

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini mencakup: 

a. Data tentang waktu dan tempat penelitian. 

b. Data tentang proses produksi kerupuk. 

c. Data tentang besarnya upah. 

d. Data tentang sistem pengupahan tenaga kerja di home industry 

kerupuk di Desa Sumberagung. 

e. Data tentang penetapan upah. 

2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data, yaitu: 

a. Sumber Primer 

Sumber data primer ini diperoleh secara langsung melalui 

wawancara dengan responden. Responden yang dimaksud di sini 

adalah pemilik usaha, pekerja, dan orang yang pernah bekerja di 

home industry kerupuk di Desa Sumberagung Ngraho 

Bojonegoro. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara 

kepada pemilik usaha home industry kerupuk, pekerja home 

industry kerupuk di Desa Sumberagung Ngraho Bojonegoro 

dengan responden berjumlah 9 orang, dan orang yang pernah 
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bekerja di home industry kerupuk di Desa Sumberagung Ngraho 

Bojonegoro berjumlah 10 orang. 

b. Sumber Sekunder 

Sumber data sekunder ini diperoleh dari berbagai literatur 

yang ada seperti jurnal, skripsi, buku-buku, internet, dan literatur 

lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian ini yaitu tentang pengupahan. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini peneliti untuk mendapatkan data dalam 

suatu penelitian, yaitu dengan cara: 

a. Observasi 

Observasi adalah teknik pengamatan yang didasarkan atas 

pengalaman secara langsung. Teknik ini juga memungkinkan 

melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan 

kejadian sebgaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. 26  

Dalam hal ini peneliti datang langsung ke home industry kerupuk 

untuk mengamati kondisi geografis, keadaan sosial disekitar 

home industry kerupuk, pendidikan, agama, proses produksi 

kerupuk dan praktek pengupahan home industry kerupuk di Desa 

Sumberagung Ngraho Bojonegoro. 

 

 

                                                           
26 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 174. 
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b. Wawancara 

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk 

mengkonstruksi  mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, 

motivasi, perasaan dan sebagainya, yang dilakukan dua pihak 

yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan 

dengan yang diwawancarai (interviewee). 27  Dalam hal ini 

peneliti mengajukan beberapa daftar pertanyaan yang kemudian 

akan dijawab oleh narasumber. Pertanyaan ditujukan langsung 

kepada pemilik usaha dan pekerja home industry kerupuk di Desa 

Sumberagung Ngraho Bojonegoro. Wawancara dilakukan dengan 

menggunakan alat rekam dan mencatat elektronik. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan sebuah penelitian yang dilakukan 

dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari instansi 

maupun dari perusahaan yng berhubungan dengan penelitian 

tersebut. 28  Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data dari 

sumber-sumber seperti buku, undang-undang, foto-foto, artikel 

jurnal, dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan 

pengupahan yang digunakan sebagai landasan teori oleh peneliti 

terhadap permasalahan yang dibahas. 

 

                                                           
27 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), 

108. 
28  Dudung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 

2003), 58. 
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4. Teknik Pengolahan Data 

Peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan tahap 

sebagai berikut: 

a. Editing 

Editing adalah proses dimana peneliti mengecek kembali 

data yang sudah dikumpulkan dari hasil dari lapangan baik itu 

melalui wawancara maupun observasi. Dalam hal ini penulis 

mengmbil data yang akan di analisis dari hasil wawancara 

ataupun observasi dengan pemilik usaha dan pekerja home 

indutry kerupuk di Desa Sumberagung Ngraho Bojonegoro. 

Kemudian memilah data yang sesuai dan yang tidak sesuai 

dengan kebutuhan analisis. 

b. Organizing 

Organizing adalah menyusun kembali dan mengelompokkan 

data yang yang diperoleh dari lapangan yang sesuai dengan 

rumusan nasalah. Penulis mengelompokkan data secara 

sistematis yang sesuai dengan kebutuhan analisis untuk 

kemudian dianalisis dan menyusun data tersebut agar penulis 

dapat lebih mudah dalam menganalisis data. 

c. Analizing 

Analizing adalah menganalis data yang diperoleh untuk 

mendapatkan jawaban dari rumusan masalah. Dalam hal ini, 

setelah data tersebut dikelompokkan kemudian dianalisis untuk 
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menjawab rumusan masalah yang ada dan memperoleh 

kesimpulan tentang bagaimana implementasi pengupahan tenaga 

kerja home industry kerupuk ditinjau dari perspektif Ekonomi 

Islam (Studi kasus di home industry kerupuk Desa Sumberagung 

Ngraho Bojonegoro). 

5. Teknis Analisis Data 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian 

kualitatif. Teknis analisis data yang digunakan peneliti adalah secara 

deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan 

menganalisis data yang diperoleh dari lapangan baik melalui hasil 

wawancara, pencatatan di lapangan maupun bahan yang lainnya 

secara sistematis.  

Peneliti mengumpulkan data terlebih dahulu, kemudian 

menganalis mengenai kegiatan, fenomena maupun situasi secara 

deskripsi dan mendetail. Kemudian diperkuat dengan metode 

observasi dan wawancara yang kemudian akan menghasilkan data 

yang akurat berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari pemilik dan 

pekerja home industry kerupuk di Desa Sumberagung Ngraho 

Bojonegoro. Kemudian peneliti menyimpulkan hasil penelitian untuk 

menjawab rumusan masalah  dan memberikan solusi atas masalah 

yang dihadapi. 
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6. Sistematika Pembahasan 

Bab I : PENDAHULUAN 

Bab ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan 

batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II : KERANGKA TEORITIS 

Bab ini memuat teori-teori yang yang membahas 

mengenai upah ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam.  

Bab III : DATA PENELITIAN 

Bab ini berisikan deskripsi peneliti mengenai gambaran 

umum tentang home industry kerupuk dan permasalahan 

yang terjadi yaitu pengupahan tenaga kerja home industry 

kerupuk ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam (Studi 

kasus di home industry kerupuk Desa Sumberagung 

Ngraho Bojonegoro). 

BAB IV : ANALISIS DATA 

Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian yaitu 

analisis terhadap implementasi pengupahan tenaga kerja 

home industry kerupuk ditinjau dari perspektif  Ekonomi 

Islam (Studi kasus di home industry kerupuk Desa 

Sumberagung Ngraho Bojonegoro). 
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BAB V : PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran 

dari peneliti agar pemilik saha dalam menentukan bisa 

lebih baik serta saran bagi peneliti selanjutnya. Apabila 

peneliti selanjutnya menemukan masalah baru bisa diteliti 

lebih lanjut. 
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BAB II 

PENGUPAHAN DALAM EKONOMI ISLAM 

 

Keadilan dan transparansi adalah dua unsur yang melandasi akad 

penentuan upah menurut perspektif Islam. Kesepakatan harus dibangun 

berdasar kesepakatan antara  kedua belah pihak yaitu antara pemilik 

usaha dengan pekerja.  Kesepakatan ini dibangun agar tidak ada yang 

merasa dirugikan baik itu dari pihak pemilik kerja ataupun dari pihak 

pekerja. 

Dalam kesepakatan tersebut selain menentukan upah, pemilik usaha 

wajib mmemberitahu pekerja berapa jumlah upah yang akan diterima 

pekerja sebelum pekerjaan itu di mulai. Karena apabila pekerja sudah 

mengetahui upah yang akan diterimanya, maka pekerja akan lebih 

terdorong semangatnya untuk bekerja lebih rajin lagi. Bab ini 

menjelaskan kerangka teori yang melandasi aspek keadilan dan 

transparansi dalam pengupahan dari prespektif Islam. 

Bab ini terdiri dari 6 sub bab yang diawali tentang definisi dan dasar 

hukum upah (ijarah), dalam sub bab ini menjelaskan bahwa upah 

merupakan imbalan atau manfaat oleh majikan atas suatu pekerjaan yang 

telah dilakukan oleh pekerja. Kemudian yang menjadi dasar hukum upah 

salah satunya terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 233. Sub bab kedua 

yaitu kewajiban dan hak tenaga kerja, salah satu kewajiban pekerja adalah 
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Mengerjakan pekerjaan yang tekun, cermat dan teliti dan salah satu hak 

pekerja yaitu hak atas upah sesuai dengan yang telah diperjanjikan. 

Sub bab ketiga yaitu penentuan upah kerja, sub bab ini menjelaskan 

bahwa penentuan upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut, 

tanpa merugikan kepentingan pihak yang manapun. Sub bab keempat 

yaitu upah minimum tenaga kerja, sub bab ini menjelaskan tentang upah 

minimum menurut UU No. 13 Tahun 2003 dan menurut Islam. 

Sub bab kelima yaitu kontrak/perjanjian kerja, dalam sub bab ini 

menjelaskan bahwa menurut Islam kontrak kerja yang baik, yaitu kontrak 

yang dilakukan secara tertulis oleh pekerja dan majikan. Sub bab keenam 

yaitu berakhirnya kontrak kerja, sub bab ini menjelaskan berakhirnya 

kontrak kerja menurut UU No. 13 Tahun 2003 dan menurut Islam. 

A. Definisi dan Dasar Hukum Upah/Ijarah 

1. Definisi Upah 

Dalam fiqh muamalah upah disebut dengan Ijarah. Ijarah sendiri 

berasal dari kata “al-ajru” yang secara bahasa berarti “al-‘iwadhu” 

yaitu ganti. Sedangkan menurut istilah syara’, ijarah ialah suatu jenis 

akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. 

Lafal ijarah dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa atau 

imbalan. Dalam arti yang luas, ijarah bermakna suatu akad yang 

berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam 

jumlah tertentu. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

32 

 

 

Selain pengertian di atas para ulama madzhab juga memberikan 

definisi terhadap ijarah: Kelompok Hanafiyah mengartikan ijarah 

dengan menggunakan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu 

dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang 

disepakati. 

Definisi lain menurut ulama hanafiyah yaitu transaksi terhadap 

suatu manfaat dengan imbalan. Ulama Syafi’iyah mendefinisikan 

ijarah sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, 

bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. 

Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya 

dengan pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu 

tertentu dengan suatu imbalan.29 

Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang 

Perlindungan pasal 1 huruf (a) bahwa yang dimaksud dengan upah 

adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada 

buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan 

dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang 

ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-

undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara 

pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh 

sendiri maupun keluarganya.30 

                                                           
29 Muhammad Yazid, Fiqh Muamalah Ekonomi Islam, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 187-188. 
30 Djumialdji, Perjanjian Kerja, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 19. 
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Upah menurut UU No. 13 Tahun 2013 Tentang 

Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 30, adalah hak pekerja/buruh yang 

diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari 

pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan 

dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau 

peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi 

pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa 

yang telah atau akan dilakukan.31 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa upah 

(ijarah) adalah suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau 

beberapa oarang yang melaksanakan kesepakatan yang tertentu dan 

mengikat, yaitu dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat 

menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya. 

Upah juga merupakan salah satu bagian dari kompensasi. 

Kompensasi sendiri merupakan segala sesuatu yang diterima oleh 

pegawai sebagai balas jasa (kontra prestasi) atas kerja mereka. Pada 

dsarnya kompensasi merupakan kontribusi yang diterima oleh 

pegawai atas pekerjaan yang telah dikerjakannya. 

Program kompensasi penting bagi organisasi karena 

mencerminkan upaya organisasi untuk mempertahankan daya 

manusia sebagai komponen utama, dan merupakan komponen biaya 

yang paling penting. Di samping pertimbangan tersebut, kompensasi 

                                                           
31 Departemen Tenaga Kerja RI, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 4. 
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juga merupakan salah satu aspek yang berarti bagi pegawai, karena 

bagi individu/pegawai besarnya kompensasi mencerminkan ukuran 

nilai karya mereka diantara para pegawai itu sendiri, keluarga dan 

masyarakat. Bila kompensasi diberikan secara benar, pegawai akan 

termotivasi dan lebih terpusatkan untuk mencapai sasaran-sasaran 

organisasi. 32 

Adapun tujuan dari kompensasi antara lain: 1) pemenuhan 

kebutuhan ekonomi (economic security), 2) mendorong peningkatan 

produktivitas kerja, 3) pengkaitan kompensasi dengan kesuksesan 

organisasi; semakin organisasi mampu memberikan gaji yang tinggi, 

menunjukkan semakin sukses organisasi tersebut, 4) memikat 

pegawai dan menahan pegawai yang kompeten.33 

2. Dasar Hukum Upah 

Adapun yang menjadi dasar hukum upah (ijarah) yaitu: 

a. Surat Al-Baqarah ayat 233 : 

ْإِذَاْسَلِّمْ   َ ْفَلََْجُِينَحَاْعَلَي كُ  َ لَدكُُ  َ تَ ر جِِيعُو اْأَ ْتَس  ْأرََد تُّي ْأَن  َ ْباِل مَع رَُفَََِْْإِن  ْمَّاْءَاتَ ي تُ  َ تُ نْبِاَتَ ع مَلُوْ  

 ََات َّقُواْاللهَْ ََاع لَمُو اْأَنَّْ اللهَْ بَصِي  رٌْ

Artinya: “Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada 

orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran 

dengan cara yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah 

                                                           
32 Ambar Teguh Sulistiyani dan Rosidah, Manajemen Sumber Daya Manusia: Konsep, Teori dan 

Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), 206. 
33 Ibid, 210. 
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bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-

Baqarah [2] : 233).34 

Dengan demikian surat al-Baqarah ayat 233 merupakan 

dasar yang dapat dijadikan landasan hukum dalam persoalan sewa-

menyewa. Sebab pada ayat tersebut diterangkan bahwa memakai 

jasa juga merupakan suatu bentuk sewa-menyewa, oleh karena itu 

harus diberikan upah atau pembayarannya sebagai ganti dari sewa 

terhadap jasa tersebut. 

b. Hadith dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Muhammad s.a.w. Bersabda : 

ْعَرَقَهُْ ْيََِفَّ رَُ ْقَ ب لَْأَن  رَْأَجِي   أعَ طوُاْال لآجِِيي  

Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya 

kering.” (Ibn Majah).35 

Hadits di atas menjelaskan bahwa, dalam persoalan sewa-

menyewa, terutama yang memakai jasa manusia untuk 

mengerjakan suatu pekerjaan, upah atau pembayaran harus 

segera diberikan sebelum keringatnya kering. Maksudnya, 

pemberian upah harus segera dan langsung, tidak boleh di tunda-

tunda pembayarannya.36 

 

                                                           
34 QS. Al-Baqarah: 233. 
35 Suqiyah Mustafa’ah et al, Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijariy dalam 

Hukum Islam), (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 151-153. 
36 Muhammad Yazid, Fiqh Muamalah Ekonomi Islam, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 191. 
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c. Hadits dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad s.a.w. 

Bersabda : 

راًْ تَأ جَِيرَْأَجِِيي   رَ ُْمَنِْاس  هُْأَجِي  فَ ل يُ ع لِم   

Artinya: “Barangsiapa yang mempekerjakan pekerja, 

beritahukanlah upahnya.” (HR. Abd. Razzaq).37 

B. Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja 

Dengan timbulnya hubungan hukum di antara pekerja dengan 

majikan, maka dengan sendirinya akan melahirkan hak dan kewajiban di 

antara para pihak tersebut. 

Adapun yang menjadi kewajiban pekerja dengan adanya hubungan 

hukum tersebut adalah : 

1. Mengerjakan sendiri pekerjaan yang diperjanjikan. 

2. Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian. 

3. Mengerjakan pekerjaan yang tekun, cermat dan teliti. 

4. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk 

dikerjakannya, sedangkan kalau bentuk pekerjaan itu berupa urusan, 

mengurus urusan tersebut sebagaimana mestinya. 

5. Mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak, dalam hal ini 

apabila kerusakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau 

kelengahannya (alpa). 

                                                           
37 Suqiyah Mustafa’ah et al, Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I ...153. 
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       Sedangkan yang menjadi hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh 

pemberi pekerjaan adalah : 

1. Hak untuk memperoleh pekerjaan. 

2. Hak atas upah sesuai dengan yang telah diperjanjikan. 

3. Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan. 

4. Hak atas jaminan sosial, terutama sekali menyangkut bahaya-bahaya 

yang dialami oleh si pekerja dalam melakukan pekerjaan.38 

C. Penentuan Upah Kerja 

1. Adil 

Menyangkut penentuan upah kerja, Syari’at Islam tidak 

memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam 

ketentuan Al-Qur’an maupun sunnah Rasul. Islam menawarkan 

sebuah solusi yang amat masuk akal mengenai hal ini, didasarkan 

pada keadilan dan kejujuran serta melindungi kepentingan baik 

majikan maupun pekerja. Menurut Islam, upah harus ditetapkan 

dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak 

yang manapun, dengan tahap mengingat ajaran Islam. 

Secara umum dalam ketentuan Al-Qur’an yang ada keterkaitan 

dengan penentuan upah kerja ini dapat dijumpai dalam surat An-Nahl 

ayat 90. 

                                                           
38 Chairuman Pasaribu et al, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 155-

156. 
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سَنََِْْاإِنَّْاللهَْيأَ ْمُرُْبِْ لََِْالْ ِح  يَ ن ْ ل عَد  ََْءََِْاشَاهََىْعَنِْال ََحْ إِيتَاْئِْذِىْال قُر بََََْ ل مُكَرِْ  

نََْ ْتَذكََّرُ  َ ْلَعَلَّكُ  َ  ال بَ غ ىِْ يعَِظُكُ

Artinya: ”Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil 

dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan  Dia 

melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan 

permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat 

mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl: 90).39 

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat 

dikemukakan bahwa Allah  SWT memerintahkan kepada para 

pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik dan 

dermawan kepada para pekerjanya. Kata “kerabat” dalam ayat ini 

dapat diartikan dengan “tenaga kerja”, sebab para pekerja tersebut 

sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan kalaulah bukan karena 

jerih payah pekerja tidak mungkin usaha si majikan dapat berhasil. 40 

Secara teori dapat dikatakan bahwa upah yang adil adalah upah 

yang sepadan dengan pekerjaan yang dilakukannya. Tentu saja 

penetapan tersebut dengan mempertimbangkan situasi serta faktor-

faktor yang berkaitan dengan nilai pekerjaan dan penetapan upah 

                                                           
39 QS. An-Nahl: 90. 
40 Chairuman Pasaribu et al, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 157. 
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yang sesuai, tanpa perlakuan zalim baik kepada pekerja maupun 

kepada majikan.41 

Jika pekerja tidak menerima upah yang adil, maka tingkat daya 

belinya akan menurun sehingga mempengaruhi bukan hanya 

kehidupan pekerja, melainkan juga kehidupan keluarganya dan 

seluruh masyarakat. Turunnya tingkat daya beli dalam jangka 

panjang akan merugikan perusahaan dan industri yang menyediakan 

barang-barang konsumsi. 

Dari uraian-uraian yang dikemukakan diatas, maka dapatlah 

disimpulkan bahwa upah kerja yang diberikan oleh si pemberi kerja 

minimal harus dapat memenuhi kebutuhan pokok si pekerja dan 

keluarganya, sesuai dengan kondisi setempat.42 

2. Tidak Membebani Pekerja 

Selain harus menerapkan sikap adil, dalam menentukan upah 

tidak boleh membebani seorang pekerja.  Menurut Rasulullah, 

seorang pekerja (pria ataupun wanita) mendapat hak setidaknya 

makanan dan pakaian yang mencukupi, dan hanya dibebani dengan 

pekerjaan yang mampu ia lakukan. Sebagaimana hadis berikut: 

 

ََْقاَلَْللِ مَْ ْالنَّبِِّْصَلَّىْاللهُْعَلَي هََِْسَلَّ رَي رةَْعَن  ُُ ْأَبِْ وَْتهََُُْلَْعَن  كََِس  لُوكِْطَعَاْمُهُْ م   

يطُِيقُْْتُكَلَُِّوْنهَُْ ْال عَمَلِْمَاْلَْ ْمِن   

                                                           
41 Isnaini Harahap et al, Hadis-Hadis Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2015), 82. 
42 Chairuman Pasaribu et l, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grfika, 1994), 159. 
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Artinya: “Dari Abu Hurairah dari Nbi SAW, Beliau bersabda: 

“Seorang hamba sahaya berhak untuk mendapatkan makanan dan 

pakaiannya, janganlah kalian bebani dia dengan pekerjaan yang di 

luar kemampuannya.”” 

Hadis di atas selain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga 

diriwayatkan oleh Muslim. Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa 

upah haruslah mencukupi pekerja untuk mendapatkan makanan dan 

pakaian yang mencukupi untuk dirinya dan keluarga tanpa 

membebani dirinya secara berlebihan dalam pekerjaan. Hal ini 

dipandang oleh para sahabat Rasulullah sebagai syarat minimum.43 

3. Asas Kerelaan 

Dalam menentukan upah selain dua hal diatas yang harus 

diterapkan juga adalah asas kerelaan antara kedua belah pihak. 

Sebagaimana dalam Surat an-Nisaa’: 29. 

ْباِل بَاطِْ  َ نَكُ ْبَ ي    َ وَالَكُ ْتَكُوْ ياَيَ يهََاالَّذِي نَْامََنُ و التَأَ كُلُو اامَ  ْتَ راَضٍْلِْاِلَّانَ  ْنَْتَِِارةًَعَن 

 َْ  مِن كُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak 

                                                           
43 Isnaini Harahap et al, Hadis-Hadis Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2015), 82. 
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benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama 

suka di antara kamu...”.44 

Ayat diatas menunjukkan, bahwa Segala transaksi yang 

dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara 

masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, 

dan miss-statement. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan 

perbuatan tersebut. Unsur sukarela ini menunjukkan keikhlasan dan 

itikad baik dari para pihak.45 

D. Pelaksanaan Pembayaran Upah 

Dalam suatu hubungan pekerjaan khususnya persoalan pengupahan. 

Adanya kesepakatan dalam menentukan waktu pembayaran upah maupun 

jumlah upah yang akan di terima sangat dianjurkan dalam Islam, supaya 

pekerja maupun pemilik usaha dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya berjalan dengan baik sehingga tercipta hubungan kerja yang 

baik juga. 

Dalam Islam sudah diatur bahwa dalam melaksanakan pembayaran 

upah kepada pekerja harus tepat waktu dan tidak boleh ditunda-tunda. 

Sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Ibnu Umar, Nabi Muhammad 

SAW bersabda: 

                                                           
44 QS. An-Nisaa’ : 29. 
45 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 

2012), 97. 
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ْعَب دِالِلهْب نِْعُمَرَْقاَلَْقاَلَْرَسُو لُْالِلهْصَلَّْاللهُْعَلَي هَََْسَْ رَُ ْق َْعَن  َجِِي ََْأَجِي  ََْأَع طوُاْال  ْب لَْأَْلَّ ن 

ْعَرَْقهُُْ  يََِفَّ

Artinya: “Dari Abdullah bin ‘Umar berkata, Rasulullah SAW 

bersabda, “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”. 

Hadis di atas mengandung dua hal yang penting, yaitu: 
1. Sebagai Pekerja, seseorang dituntut harus menjadi pekerja keras, 

profesional, dan sungguh-sungguh. Hal ini diisyaratkan secara 

simbolis dengan perkataan Rasululah “pekerjaan yang mengandung 

keringat.” 

2. Upah diberkan tepat waktu sesuai dengan tingkat pekerjaan yang 

dilakukan. Seseorang tidak boleh dieksploitasi tenaganya sementara 

haknya tidak diberikan tepat waktu tanpa ada penundaan.46 

Penundaan pembayaran yang dilakukan dengan adanya unsur 

kesengajaan, maka hal tersebut termasuk dzalim dan perbuatan tersebut 

harus dihindari bagi setiap manusia. Jika seseorang berhutang kepada 

orang lain, maka orang tersebut harus segera membayarnya saat ia 

mampu, sebagaimana sabda Rasulullah: 

رَي  رةََْرَضِيْاللهُْعَن هُْأَنَّْرَسُوْلَْالِلهْصَلّىْاللهُْعَلَيْ  ُُ ْأَبِْ ٌَْعَن  َّْقاَْلَ:ْمَط لُْال غَنِيْظلُ  ْهََِْسَلّ

ََاُ ْال بُخَاْرىُِ(.)رَْ  

                                                           
46 Isnaini Harahap et al, Hadis-Hadis Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2015), 84.  
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ْArtinya : “Dari Abu Hurayrah RA. bahwasanya Rasulullah SAW. 

bersabda, “Orang kaya yang menunda (membayar utangnya) adalah 

zalim” (HR. al-Bukhari).47 

E. Kontrak Kerja 

1. Tertulis 

Disebutkan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan Pasal 51 bahwa perjanjian kerja dibuat secara 

tertulis atau lisan. Perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan 

kedua belah pihak, mempunyai kecakapan dalam hukum, adanya 

pekerjaan yang diperjanjikan, dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak 

bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.48 

Sedangkan dalam Syari’at Islam kontrak kerja ini digolongkan 

kepada perjanjian sewa-menyewa (al-Ijarah), yaitu “ijarah a’yan”, 

yaitu sewa-menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan.49 

Penempatan pekerja oleh seorang kapitalis adalah sebuah 

kontrak perdata dan dianjurkan oleh Islam bahwa semua kontrak 

haruslah dinyatakan secara hitam atas putih. Ketika menekankan 

                                                           
47 Idri, Hadith Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadith Nabi), (Surabaya: UIN Sunan Ampel 

Press, 2014), 119. 
48 Departemen Tenaga Kerja RI, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 

14. 
49 Chairuman Pasaribu et al, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 154. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

44 

 

 

pentingnya menulis kontrak, sebagaimana terdapat dalam Surat Al-

Baqarah ayat 282:50 

َ كَبِي  راًاِلََْاَجَِيلِه ْذَلِكُْ راًاَ تُبُ و ُ ْصَغِي   ْتَك  ئَمُواانَ  ْاقَ سَطُْعِن دَالِلهََْاقَ  وَمُْللِشَّهََادَةََِْلَتَس   َْ ََ ََادَ 

تَ ر تاَبُ و ا...)البقرةْ: (۲۸۲الََّ  

Artinya: “Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk 

batas waktunya baik (utang itu) baik kecil maupun besar. Yang 

demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan 

kesaksian,  dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan...” 

(QS. al-Baqarah [2]: 282).51 

Sekalipun perintah Al-Qur’an di dalam ayat ini berhubungan 

dengan transaksi bisnis dan kontrak utang, sebenarnya ia berlaku 

untuk segala jenis kontrak. Jadi yang paling baik adalah menuliskan 

kontrak antara majikan dan pekerjanya, dan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan hak dan kewajiban masing-masing dituangkan 

di dalam kontrak tersebut. Dengan demikian itu, amat baik dalam 

pandangan Allah dan akan mencegah timbulnya perselisihan dimasa 

yang akan datang.52 

 

 

                                                           
50 Muhammad Sharif Chaundhry, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar, (Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Group, 2012), 199. 
51 QS. Al-Baqarah : 282. 
52 Muhammad Sharif Chaundhry, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar ...200. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

45 

 

 

2. Menyebutkan Jumlah Upah  

Dalam mencegah terjadinya permasalahan di kemudian hari, 

selain kontrak kerja yang secara tertulis, melainkan pada saat 

melakukan kontrak kerja pemilik usaha harus menyebutkan jumlah 

upah sebelum pekerjaan di mulai. Sebagaimana yang terdapat dalam 

hadits Nabi SAW. 

رًْمَْ تَأ جَِيرَْأَجِِيي   هُْفَ لْ اْنِْاس  رَْْيُ ع لِم    ُْأَجِي 

Artinya: “Barangsiapa yang mempekerjakan pekerja, 

beritahukanlah upahnya.” (HR. Abd. Razzaq).53 

Hadits tersebut menjelaskan bahwa terdapat petunjuk dari 

Rasulullah SAW, yaitu sebelum pekerja memulai pekerjaan yang 

akan dilakukannya, pemilik usaha terlebih dahulu harus memberitahu 

jumlah upah yang akan diterima oleh pekerja. Sehingga dalam 

melakukan pekerjaannya, pekerja dapat lebih termotivasi, lebih 

semangat dalam bekerja, dan dapat bekerja dengan nyaman. Pekerja 

akan melakukan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja 

dengan pemilik usaha. 

Al-Qur’an sendiri membicarakan mengenai sebuah kontrak jasa 

di dalam cerita tentang Nabi Musa di surat al-Qashash (28). Sesudah 

meninggalkan Mesir, ketika Musa sampai di Madyan dan menolong 

dua orang putri Nabi Syu’aib, maka Nabi Syu’aib memanggil beliau 

                                                           
53 Suqiyah Mustafa’ah et al, Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijariy dalam 

Hukum Islam), (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 153. 
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dan menawari beliau untuk bekerja, yang kemudian tawaran tersebut 

diterima oleh Nabi Musa. Ayat Al-Qur’an itu menyebutkan demikian. 

Berkatalah dia (Syu’aib): “Sesungguhnya aku bermaksud 

menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas 

dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu 

cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu. 

Maka, aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insyaallah akan 

mendapatiku temasuk orang-orang yang baik”. Dia (Musa) berkata: 

“Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua waktu 

yang ditentukan itu aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan 

tambahan atas diriku (lagi). Dan Allah adalah saksi atas apa yang kita 

ucapkan.” (QS. al-Qashash [28]: 27-28). 

Di dalam ayat-ayat itu, Al-Qur’an tidak hanya menyebut 

syarat-syarat kerja antara kedua orang utusan Tuhan tersebut, 

melainkan juga menyebutkan bahwa kedua pihak akan menaati isi 

perjanjian dan mereka jadikan Allah sebagai saksi. Majikan dan 

karyawan zaman ini hendaklah mengikuti contoh diatas, bukan hanya 

asal menulis saja surat perjanjian antar mereka melainkan juga 

menyatakan kesanggupan masing-masing untuk memenuhi isinya. 

Hal itu akan membantu mereka memecahkan perselisihan jika terjadi, 
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sehingga akan menjadikan kehidupan mereka penuh kedamaian dan 

kemakmuran.54 

Adapun yang menjadi syarat sahnya perjanjian kerja ini adalah 

(Ahmad Azhar Basyir, 1993 : 192) : 
a. Pekerjaan yang diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang 

mubah atau halal menurut ketentuan syara’, berguna bagi 

perorangan atau masyarakat. Pekerjaan-pekerjaan yang haram 

menurut ketentuan syara’ tidak dapat menjadi obyek perjanjian 

kerja. 

b. Manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jelas. 

Kejelasan manfaat pekerjan ini dapat diketahui dengan cara 

mengadakan pembatasan waktu atau jenis pekerjaan yang harus 

dilakukan. 

c. Upah sebagai imbalan pekerjaaan harus diketahui dengan jelas, 

termasuk jumlahnya, wujudnya, dan juga waktu pembayarannya. 

Sedangkan syarat-syarat mengenai subyek yang melakukan 

perjanjian kerja, sama dengan syarat subyek perjanjian pada 

umumnya.55 

 

 

 

                                                           
54 Muhammad Sharif Chaundhry, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar, (Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Group, 2012), 200. 
55 Chairuman Pasaribu et al, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 155. 
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F. Berakhirnya Perjanjian Kerja 

Setiap transaksi dalam ijarah tentunya ada batas waktu yang telah 

disepakati bersama oleh kedua belah pihak, keduanya harus menepati 

perjanjian yang sudah disepakati, tidak saling menambah dan mengurangi 

waktu yang ditentukan. Ulama fiqh berpendapat bahwa berakhirnya akad 

ijarah adalah apabila tenggang waktu yang disepakati dalam akad sudah 

berakhir. Apabila yang disewakan tanah pertanian, rumah, pertokoan, 

maka semua barang sewaan tersebut harus dikembalikan kepada 

pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang, maka ia segera 

dibayar upahnya.56 

Menurut UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 61 

ayat 1 & 2 bahwa berakhirnya perjanjian disebabkan apabila Perjanjian 

kerja berakhir apabila pekerja meninggal dunia dan berakhirnya jangka 

waktu perjanjian kerja. Apabila pengusaha yang meninggal dunia, maka 

ahli waris pengusaha dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah 

merundingkan dengan pekerja/buruh. Sedangkan, jika pekerja/buruh yang 

meninggal dunia, ahli waris pekerja/buruh berhak mendapatkan hak-

haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau 

hak hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, 

atau perjanjian kerja bersama. 

Apabila dalam mengakhiri hubungan kerja terdapat salah satu pihak 

yang mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang 

                                                           
56 Abu Azam Al Hadi, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 77. 
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ditentukan, maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja wajib membayar 

ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas 

waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana disebutkan 

dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 62.57 

G. Kesimpulan 

Upah merupakan suatu imbalan atas apa yang telah dikerjakan. 

Dalam Islam, dalam menentukan upah harus dengan cara yang layak, 

patut, dan tanpa merugikan kepentingan pihak manapun. Islam melarang 

dalam memberikan upah kepada pekerja tidak boleh berada di bawah 

tingkat minimum  yang ditetapkan dan juga melarang adanya kenaikan 

upah atau gaji yang melebihi dari apa yang telah diberikan para pekerja. 

Pemilik usaha dalam melaksanakan pembayaran upah pekerja tidak 

boleh ditunda-tunda harus tepat pada waktu yang telah disepakati pada 

saat perjanjian kerja. Pada saat melakukan perjanjian kerja selain 

membuat kesepakatan mengenai waktu pelaksanaan pembayaran upah 

terlebih dahulu harus menyebutkan jumlah upah yang akan diterima 

pekerja sebelum memulai pekerjaan. 

                                                           
57 Departemen Tenaga Kerja RI, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 

16. 
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BAB III 

Pengupahan Tenaga Kerja Home Industry Kerupuk Di Desa Sumberagung, 

Sebuah Temuan Lapangan 

 

Home industry kerupuk ini menggunakan dua sistem upah yaitu 

sistem upah mingguan dan sistem upah borongan. Sedangkan pembayaran 

upah diberikan kepada pekerja setiap satu minggu satu kali yaitu pada 

hari kamis. Bab ini menjabarkan temuan lapangan mengenai awal 

berdirinya, jam kerja, jumlah pekerja, kontrak kerja, dan sistem 

pengupahannya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Bab ini terdiri dari 6 sub bab yang diawali dengan menjelaskan 

tentang gambaran umum Desa Sumberagung, dalam sub bab ini 

menjelaskan luas wilayah, batas wilayah, jumlah penduduk, dan tingkat 

perekonomian masyarakat Desa Sumberagung. Sub bab kedua yaitu 

sejarah berdirinya home industry kerupuk sub bab ini menjelaskan awal 

mula merintis usaha sampai usaha tersebut sukses. 

Sub bab ketiga yaitu jumlah tenaga kerja, sub bab ini menjelaskan 

bahwa jumlah tenaga kerja di home industry kerupuk sebanyak 9 orang 

dan pekerja tersebut direkrut dari Desa Sumberagung saja. Sub bab 

keempat yaitu proses produksi, sub bab ini menjelaskan tentang proses 

awal dari bahan baku, kemudian proses pencampuran dengan molen 

sampai dengan proses penggorengan. Sub bab kelima yaitu kontrak kerja, 
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sub bab ini menjelaskan tentang bagaimana kontrak kerja yang ada di 

home industry kerupuk Desa Sumberagung. Sub bab keenam yaitu sistem 

pengupahan, sub bab ini menjelaskan bahwa bahwa di home industry 

kerupuk ada 2 sistem pengupahan. 

A. Gambaran Umum Desa Sumberagung 

Desa Sumberagung merupakan salah satu desa yang ada di 

Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro. Luas wilayah Desa 

Sumberagung menurut penggunaan adalah 10.000 m2. Desa Sumberagung 

ini terdiri dari 4 Dusun yaitu diantaranya Dusun Dadapan, Dusun Begodo, 

Dusun Ngidung, dan Dusun Welang. 

Adapun batas wilayah Desa Sumberagung yaitu sebelah utaranya: 

Desa mojorejo, sebelah selatannya: hutan, sebelah timurnya: Ngraho, dan 

sebelah baratnya: Desa Sugihwaras. Jarak Desa Sumberagung ke 

Kecamatan 3 km, sedangkan jarak ke ibu Kota/Kabupaten adalah 60 km, 

dan jarak ke ibu kota Provinsi Jawa Timur adalah 160 km. 

Berdasarkan data tahun 2018 Jumlah penduduk untuk laki-laki 

berjumlah 1.360 orang. Sedangkan jumlah penduduk perempuan 

berjumlah 1.408 orang. Jadi total penduduk Desa Sumberagung pada 

tahun 2018 adalah sejumlah 2.768 orang dan jumlah kepala keluarga 780.  

Secara keseluruhan tingkat perekonomian masyarakat Desa 

Sumberagung sudah bisa dikategorikan baik. Meskipun masih ada 

beberapa orang yang tingkat ekonominya dibawah standar. Mayoritas 

mata pencaharian pokok masyarakat setempat di sektor pertanian untuk 
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memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun tabel mata pencaharian pokok 

masyarakat Desa Sumberagung sebagai berikut.58 

Tabel 3.1 

Mata Pencaharian Pokok 

 

No. Jenis Pekerjaan Laki-Laki 

(orang) 

Perempuan 

(orang) 

1 Petani 675 23 

2 Buruh Tani 154 134 

3 PNS 4 3 

4 Pedagang Keliling 3 9 

5 Peternak 278 27 

6 Nelayan 3 - 

7 TNI 1 - 

8 Pensiunan 3 1 

Sumber Data: Sekretaris Desa 

Ada juga di sektor lain yaitu home industry kerupuk yang 

mepekerjakan karyawan sejumlah 9 orang. Karyawan direkrut dari 

warga sekitar Desa Sumberagung saja. Dengan tujuan selain mencari 

keuntungan juga mengatasi pengangguran. 

B. Sejarah Berdirinya Home Industry Kerupuk 

Sebelum merintis usaha kerupuk, dulunya Ibu Kaseni dan Bapak 

Marman berjualan bakso di Kota Malang. Mereka memiliki 2 orang anak 

laki-laki. Pada saat itu salah satu anaknya mengalami sakit dan tidak ada 

obatnya. Pengobatan anaknya membutuhkan biaya yang banyak sampai 

harta yang mereka miliki habis dan akhirnya mereka memutuskan untuk 

kembali ke desa. 

                                                           
58 Potensi dan Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan 2019 Kabupaten Bojonegoro. 
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Pada Tahun 1996 mereka memulai usaha kerupuk dengan modal Rp. 

1.000.000. Modal tersebut didapat dari hasil menjual rombong bekas 

jualan bakso dulu, dan lain-lain. Dengan modal segitu bisa memproduksi 

kerupuk 51 bungkus. 2 tahun pertama usaha kerupuk ini tidak berjalan 

dengan sukses. Pada Tahun 1998 usaha tersebut baru bisa berjalan dengan 

lancar sampai kemudian bisa merekrut orang. Pertama kali hanya 

mempekerjakan 2 orang dan mereka masih ikut terlibat dalam pembuatan 

kerupuk, seperti mencetak kerupuk dengan alat yang masih tradisional 

yaitu muter-muter baru adonannya bisa keluar dan dicetak. 

Tahun 2000 karyawannya bertambah menjadi 4, setelah 2 tahun lagi 

karyawan bertambah menjadi 8 karyawan, bertambah terus menjadi 12 

orang. Kemudian Tahun 2010 akhirnya mereka bisa membeli mesin 

pencetak yang modern tidak usah muter-muter orang lagi. Dengan adanya 

mesin cetak modern ini tidak memerlukan banyak karyawan dan hasil 

produksi bisa meningkat. 

Pertama menjual kerupuk Ibu Kaseni keliling dari desa ke desa 

menggunakan sepeda ontel. Sepeda ontel yang dipakai berjualan keliling 

masih pinjam dari tetangga. Ibu Kaseni berjualan dengan cara 

menawarkan kerupuk ke orang-orang dan tidak di hiraukan oleh orang-

orang karena logat bahasanya masih menggunakan logat Kota. Kemudian 

ada 1 orang yang beli itupun karena rasa kasihan. Ibu Kaseni berkeliling 

dari desa ke desa yang lain mulai habis subuh sampai dengan jam 1 

malam. 
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Sekarang Ibu Kaseni sudah memiliki mobil bak sendiri untuk 

mendistribusikan kerupuk ke pasar-pasar. Kerupuk dijual sejak habis 

subuh sampai siang. Dalam menjual kerupuk Ibu Kaseni dibantu oleh 

salah satu karyawan karena kondisi matanya yang sudah tidak normal 

seperti dulu. Rata-rata pendapatan dari hasil penjualan kerupuk setiap 

harinya kalau lagi rame bisa mencapai Rp. 5.000.000 per hari. Kalau lagi 

sepi hanya dapat Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000.59 

C. Jumlah Tenaga Kerja 

Home industry kerupuk ini memiliki tenaga kerja berjumlah 9 

orang, untuk pekerja laki-laki berjumlah 4 orang dan pekerja perempuan 

berjumlah 5 orang. Home industry kerupuk ini tidak mempekerjakan 

pekerja yang masih di bawah umur. Mayoritas pekerja di sini sudah 

berumah tangga bahkan ada yang sudah mempunyai cucu masih tetap 

bekerja. Tenaga kerja yang direkrut hanya dari warga sekitar home 

industry kerupuk dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran dan 

membantu meningkatkan perekonomian warga sekitar. Pekerja bekerja 

selama 6 hari dan libur pada hari jum’at. Setiap harinya para pekerja 

bekerja selama 12 jam. 

Mulai pukul 05.00 para pekerja sudah melakukan pekerjaan masing-

masing, pekerja laki-laki ada yang membuat adonan, mencetak kerupuk, 

mengeringkan kerupuk hingga Menggoreng kerupuk. Sedangkan pekerja 

perempuan hanya bagian pembungkusan saja sebelum dijual kepada 

                                                           
59 Ibu Kaseni, Wawancara, Bojonegoro, 16 Januari 2019. 
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konsumen. Setelah itu, para pekerja istirahat untuk sarapan terlebih 

dahulu sekitar pukul 09.00. Pekerja laki-laki pulang ke rumahnya masing-

masing. Sedangkan pekerja perempuan membawa bekal dari rumah 

masing-masing. 

Pada tahun-tahun sebelumnya para pekerja home industry kerupuk 

ini setiap  harinya mendapat jatah makan sekali yaitu pada jam 12.00. 

Akan tetapi sekarang para pekerja laki-laki sudah tidak pernah mendapat 

jatah makan, dikarenakan tidak cocok dengan masakannya. Sedangkan 

pekerja perempuan untuk makan siangnya mereka masih mendapat jatah 

makan dari pemilik usaha. Kemudian setelah selesai sarapan mereka 

melanjutkan pekerjaan masing-masing. 

Berakhirnya jam kerja di home industry kerupuk juga sudah 

ditentukan yaitu pada jam 17.00. Apabila pada jam 17.00 terdapat 

pekerjaan yang belum selesai. Misalnya pada jam 17.00 masih banyak 

kerupuk yang belum dibungkus dan pada jam tersebut sudah waktunya 

pulang. Dalam hal ini, pekerja tidak harus menyelesaikan pekerjaannya 

pada saat itu juga, mereka bisa menyelesaikan pekerjaannya pada hari 

berikutnya karena di sini tidak ada kerja lembur.60 Adapun data pekerja 

home industry kerupuk Desa Sumbergung Ngraho Bojonegoro adalah 

sebagai berikut: 

 

 

                                                           
60 Heri, Wawancara, Bojonegoro, 15 Januari 2019. 
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Tabel 3.2 Data pekerja home industry kerupuk 

 

No. Nama Umur Menikah/belum 

menikah 

Sudah bekerja 

selama? 

1. Haryono 24 Tahun Menikah 8 Tahun 

2. Purnomo 21 Tahun Belum 

menikah 

2 Tahun 

3. Afif 20 Tahun Menikah 1 Bulan 

4. Udin 30 Tahun Belum 

menikah 

2 Tahun 

5. Sundari 31 Tahun Menikah 1 Minggu 

6. Tamah 65 Tahun Menikah 30 Tahun 

7. Syeniati 30 Tahun Menikah 3 Tahun 

8. Supatmi 31 Tahun Menikah 1 Minggu 

9. Parti 28 Tahun Menikah 1 Minggu 

 

D. Proses Produksi 

Bahan dasar di home industry kerupuk yaitu tepung tapioka. Untuk 

pencampuran adonannya yaitu bawang putih, garam, gula, penyedap rasa. 

Dulunya pemilik usaha memesan bahan baku tidak hanya dari Bojonegoro 

saja akan tetapi juga memesan dari luar kota yaitu Trenggalek. Saat ini, 

bahan baku dipesan hanya dari Bojonegoro saja. Karena harga bahan baku 

di Bojonegoro dan Trenggalek sama saja. 

Ketimbang pesan jauh-jauh dari luar kota tapi harganya sama 

mending pesan di Bojonegoro saja biaya transportasinya lebih murah. 

Bahan-bahan untuk membuat kerupuk antara lain tepung tapioka, gula 

pasir, bawang putih, garam, terasi, penyedap rasa, air, dan minyak goreng. 

Adapun  proses produksi kerupuk ini mulai dari bahan mentah menjadi 

barang jadi prosesnya cukup panjang dan tentunya membutuhkan waktu 

yang lumayan lama. 
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Pertama, adonan kerupuk dibuat terlebih dahulu yaitu 

mencampurkan tepung tapioka, terasi, bawang putih, penyedap rasa 

dengan air panas secukupnya. Pencampuran ini dilakukukan dengan 

menggunakan mesin molen. Setelah adonan tercampur rata kemudian 

adonan tersebut diambil dan dimasukkan ke mesin pencetak yang sudah 

disediakan. Proses selanjutnya, hasil cetakan kerupuk tadi di taruh dalam 

wadah yang besar untuk kemudian di masukkan dalam oven. 

Kemudian setelah di oven, kerupuk di pindahkan ke wadah yang 

terbuat dari kayu untuk kemudian dikeringkan. Pengeringan ini masih 

dilakukan secara alami yaitu dengan menggunakan cahaya matahari. 

Setelah kerupuk benar-benar kering dan sudah layak untuk proses 

selanjutnya. Maka kerupuk sudah siap untuk masuk dalam proses 

penggorengan. Penggorengan di sini tidak menggunakan pasir akan tetapi 

menggunakan minyak goreng. Setelah kerupuk digoreng, maka langkah 

selanjutnya kerupuk dibungkus dan siap untuk dijual kepada konsumen.61 

Rata-rata setiap harinya Ibu Kaseni bisa memproduksi sekitar 25 

Karung. Saat sedang ramai bisa memproduksi sebanyak 30 karung, kalau 

lagi sepi hanya memproduksi 20 karung. Produksi kerupuk didistribusikan 

ke pasar Ngraho, dan Jawa Tengah. Tidak hanya menjual ke pasar-pasar 

saja, pemilik usaha juga menjual kerupuk kepada warga sekitar. Ada yang 

                                                           
61 Yono, Wawancara, Bojonegoro, 15 Januari 2019. 
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membeli untuk dijual kembali dan ada yang hanya di buat untuk lauk 

makan.62 

E. Kontrak Kerja 

Suatu hubungan kerja pasti harus adanya kontrak kerja antara 

pengusaha dengan pekerja. Kontrak kerja di home industry kerupuk Desa 

Sumberagung Ngraho Bojonegoro tidak dilakukan secara tertulis, 

melainkan hanya dilakukan dengan secara lisan saja. Padahal kontrak 

kerja yang baik adalah dilakukan secara tertulis agar nantinya tidak 

timbul masalah yang tidak diinginkan. 

Pemilik usaha home industry kerupuk Desa Sumberagung saat 

melakukan kontrak kerja hanya  menyampaikan “kamu saya pekerjakan di 

sini di bagian ini dan bekerja mulai jam segini sampai segini saja”.63 

Padahal ada beberapa hal penting yang harus disampaikan pada saat 

melakukan perjanjian kerja seperti upah yang akan didapat pekerja, masa 

berakhirnya pekerjaan, dan sebagainya. 

Beberapa hal diatas tersebut harus disampaikan pada saat 

melakukan kontrak kerja dikarenakan apabila pekerja diberitahu jumlah 

upah yang akan diterima sebelum mereka memulai pekerjaan, mereka 

akan termotivasi untuk dapat bekerja dengan semangat tinggi sehingga 

dapat memproduksi sesuai target. Kemudian berakhirnya pekerjaan juga 

harus disampaikan diawal karena pada saat kontrak kerja mereka akan 

                                                           
62 Ibu Kaseni, Wawancara, Bojonegoro, 16 Januari 2019. 
63 Udin, Wawancara, Bojonegoro, 15 Januari 2019. 
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habis maka mereka bisa sambil mencari pekerjaan baru agar nantinya 

setelah keluar dari pekerjaan yang lama mereka tidak menganggur. 

F. Sistem Pengupahan 

Upah di home industry kerupuk hanya disepakati oleh satu pihak 

yaitu pemilik usaha saja. Kesepakatan untuk menentukan upah 

seharusnya dari kedua belah pihak yaitu antara pekerja dengan pemilik 

usaha. Tujuannya agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan baik itu 

dari pihak pekerja ataupun pemilik usaha. Upah di home industry kerupuk 

ini termasuk paling besar dibandingkan dengan home industry kerupuk di 

kecamatan lain. Untuk sistem pengupahan di home industry kerupuk Desa 

Sumberagung Ngraho Bojonegoro ada 2 yaitu sistem mingguan dan 

sistem borongan. 

a. Sistem Mingguan 

Dalam sistem mingguan ini, pemilik usaha memberikan upah 

kepada pekerja setiap minggu sekali yaitu tepatnya pada hari kamis. 

Upah yang diterima antar pekerja tentunya berbeda-beda. Untuk 

pekerja laki-laki di bagian pengadonan ini hanya 1 orang saja. Akan 

tetapi pekerja ini biasanya juga membantu menjemur hasil cetakan 

dan membantu menggoreng. Pekerja tersebut menerima upah sebesar 

Rp. 100.000 per harinya. Sedangkan pekerja laki-laki yang di bagian 
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pencetakan menerima upah sekitar Rp. 50.000 per harinya. 64 

Perbedaan ini disebabkan karena dua faktor. 

Pertama, berkurangnya jam kerja.  Misalnya pekerja A hari 

senin bekerja selama 12 jam full, akan tetapi pada hari selasa pekerja 

tersebut hanya bekerja 8 jam saja. Maka untuk hari senin upah yang 

diterima pekerja tidak ada pemotongan upah, sedangkan untuk hari 

selasa upah yang akan diterima pekerja terdapat pemotongan upah 

oleh pemilik usaha. Berikut data upah pekerja yang pernah bolos: 

Tabel 3.3 Upah pekerja yang pernah bolos 

Hari/Tanggal Nama 

Pekerja 

Tidak 

Bekerja 

Potongan 

Upah 

Total Upah 

Satu 

Minggu 

Senin, 

25/03/19 

Parti 1 hari Rp. 40.000 Rp. 200.000 

Selasa, 

26/03/19 

Syeniati 1 hari Rp. 40.000 Rp. 200.000 

Rabu, 

27/03/19 

Syeniati 1 hari Rp. 40.000 Rp. 160.000 

Kamis, 

28/03/19 

Sundari 1 hari Rp. 40.000 Rp. 200.000 

Sabtu, 

30//03/19 

Supatmi 1 hari Rp. 40.000 Rp. 200.000 

Minggu, 

31//03/19 

Tamah 1 hari Rp. 40.000 Rp. 200.000 

Sumber: wawancara pekerja home industry kerupuk 

 

Kedua, masa bekerja. Misalnya pekerja B sudah bekerja di 

home industry kerupuk tersebut selama 2 tahun,  sedangkan pekerja C 

baru bekerja sekitar 1 bulan. Upah yang diterima pekerja B akan lebih 

banyak dibandingkan dengan upah yang diterima pekerja C. Karena 

                                                           
64 Ibu Kaseni, Wawancara, Bojonegoro, 16 Januari 2019. 
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pekerja B lebih lama kerjanya dibandingkan pekerja C. Jika upah 

antar keduanya disamakan, nantinya akan timbul rasa iri.65 

b. Sistem Borongan 

Pemilik usaha memberlakukan sistem ini hanya kepada pekerja 

perempuan saja yaitu bagian pembungkusan saja yang berjumlah 4 

orang. Pembayaran upah kepada pekerja sama dengan sistem 

mingguan yaitu pada hari kamis. Sistem pengupahan bagian ini 

dihitung dengan ketentuan setiap 1 plat plastik di beri harga  Rp. 

5000. Rata-rata setiap harinya masing-masing pekerja bisa 

menghabiskan sekitar 8 plat plastik.66 Biasanya upah yang didapat 

pekerja per harinya sekitar Rp. 40.000. Pada sistem ini, pekerja tidak 

ditarget harus menghabiskan berapa plat plastik per harinya. Kecuali 

jika ada konsumen yang memesan kerupuk dalam jumlah banyak, 

maka pekerja harus menyelesaikan target tepat pada waktunya 

bagaimanapun caranya.  

Selain dibidang pembungkusan, terdapat juga 1 orang pekerja 

perempun yang membantu berjualan Ibu Kaseni di Pasar Ngraho, 

karena mata beliau sudah tidak normal lagi sehingga merekrut orang 

untuk membantu seperti memberi kembalian kepada konsumen, 

mengambilkan kerupuk, dan lain-lain. Pekerja tersebut setiap harinya 

                                                           
65 Heri, Wawancara, Bojonegoro, 15 Januari 2019. 
66 Syeni, Wawancara, Bojonegoro, 15 Januari 2019. 
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diberikan upah sebagaimana pekerja perempuan lain yang berada 

dipabrik. Sehingga tidak ada kasus pekerja yang tidak terbayarkan. 

Upah yang didapat dari home industry kerupuk Desa 

Sumberagung tersebut jika dikalkulasikan dalam satu bulan dengan 

upah per harinya sebesar itu, maka upah tersebut masih di bawah 

upah minimum Kota/Kabupaten (UMK). Bagi mayoritas pekerja 

beranggapan bahwa penghasilan yang didapat dari home industry 

kerupuk dirasa belum layak sehingga belum cukup untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari mereka dan keluarganya. 67  Meskipun begitu 

para pekerja tidak pernah menuntut kenaikan gaji kepada pemilik 

usaha, mereka menerima dengan sukarela.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67 Solkan, Wawancara, Bojonegoro, 15 Januari 2019. 
68 Tamah, Wawancara, Bojonegoro, 15 Januari 2019. 
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BAB IV 

Analisis Implementasi Pengupahan Tenaga Kerja Home Industry Kerupuk Dalam 

Perspektif Ekonomi Islam 

 

Sikap adil, cukup/layak, dan tidak merugikan orang lain merupakan 

unsur penting dalam hal menentukan upah pekerja. Ketiga unsur tersebut 

haruslah dimiliki oleh pemilik usaha karena mencegah masalah-masalah 

yang akan datang. Selain itu, dalam membayarkan upah kepada pekerja 

harus tepat pada waktu yang telah disepakati dan tidak boleh terlambat 

tanpa ada alasan tertentu. 

Bab ini terdiri dari 3 sub bab, pertama tentang analisis kontrak 

kerja. Sub ini menjelaskan bahwa kontrak kerja di home industry kerupuk 

Desa Sumberagung sudah sesuai Ekonomi Islam atau belum. Sub bab 

kedua tentang analisis penentuan upah kerja, sub bab ini menjelaskan 

bagaimana home industry kerupuk ini dalam menentukan upah pekerja. 

Sub bab ketiga tentang analisis pelaksanaan pembayaran upah, sub bab ini 

menjelaskan di home industry kerupuk dalam memberikan upah kepada 

pekerja sudah sesuai Ekonomi Islam atau belum. 

A. Analisis Kontrak Kerja 

Dalam Syari’at Islam menganjurkan dalam melakukan kontrak atau 

perjanjian kerja atau kontrak apapun itu wajib dinyatakan secara hitam di 

atas putih. Sebagaimana terdapat dalam Surat al-Baqarah ayat 282. 
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َ كَبِي  راًاِلََْاَجَِيلِه ْذَلِكُْ راًاَ تُبُ و ُ ْصَغِي   ْتَك  ئَمُواانَ  ْاقَ سَطُْعِن دَالِلهََْاقَ  وَمُْللِشَّهََادَةََِْلَتَس   َْ ََ ََادَ 

تَ ر تاَبُ و ا...)البقرةْ (۲۸۲:الََّ  

Artinya: “Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas 

waktunya baik (utang itu) baik kecil maupun besar. Yang demikian itu, 

lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian,  dan lebih 

mendekatkan kamu kepada ketidakraguan...” (QS. al-Baqarah [2]: 282). 

Penjelasan dari ayat diatas bahwa selain berlaku untuk kegiatan 

bisnis dan kontrak utang, akan tetapi berlaku untuk semua jenis kontrak. 

Sehingga kontrak kerja yang paling baik adalah antara pekerja dengan 

pemilik usaha menulis kontrak dan semua yang berkaitan dengn hak dan 

kewajiban pekerja maupun hak dan kewajiban pemilik usaha ditulis di 

dalam kontrak tersebut. Hal ini untuk mencegah dari adanya masalah 

yang akan muncul di masa yang akan datang sehingga dapat menciptakan 

rasa kedamaian. 

Kontrak kerja ini juga dijelaskan dalam UU No.13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan Pasal 5, bahwa perjanjian kerja bisa dinyatakan 

secara tertulis ataupun lisan. Perjanjian kerja juga dibuat atas kesepakatan 

pekerja dengan pemilik usaha, terdapat pekerjaan yang diperjanjikan, dan 

tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa 

kontrak kerja di Home Industry Kerupuk Desa Sumberagung tidak 

dinyatakan secara tertulis. Kontrak kerja yang dilakukan antara pemilik 
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usaha dengan pekerja yaitu secara lisan. Hal tersebut diperbolehkan dalam 

Syari’at Islam, akan tetapi alangkah baiknya jika kontrak kerja tersebut 

dilakukan secara tertulis juga. Dengan tujuan untuk mencegah adanya 

pihak-pihak yang dirugikan dan masalah-masalah dikemudian hari. 

Dalam mencegah terjadinya permasalahan di kemudian hari, selain 

kontrak kerja yang secara tertulis, melainkan pada saat melakukan 

kontrak kerja pemilik usaha harus menyebutkan jumlah upah sebelum 

pekerjaan di mulai. Sebagaimana yang terdapat dalam hadits Nabi SAW. 

رًْمَْ تَأ جَِيرَْأَجِِيي   هُْاْفَ لْ نِْاس  رَْْيُ ع لِم    ُْأَجِي 

       Artinya: “Barangsiapa yang mempekerjakan pekerja, beritahukanlah 

upahnya.” (HR. Abd. Razzaq). 

Hadits tersebut menjelaskan bahwa terdapat petunjuk dari 

Rasulullah SAW, yaitu sebelum pekerja memulai pekerjaan yang akan 

dilakukannya, pemilik usaha terlebih dahulu harus memberitahu jumlah 

upah yang akan diterima oleh pekerja. Sehingga dalam melakukan 

pekerjaannya, pekerja dapat lebih termotivasi, lebih semangat dalam 

bekerja, dan dapat bekerja dengan nyaman. Pekerja akan melakukan 

pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan pemilik usaha. 

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pada home industry kerupuk 

Desa Sumberagung Ngraho Bojonegoro tidak ada kesepakatan antara 

pemilik usaha dengan pekerja dalam menentukan jumlah upah yang akan 

diterima pekerja. Upah langsung ditetapkan oleh sepihak saja yaitu 
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pemilik usaha dan pekerja tidak tahu menahu soal besaran upah yang akan 

diterima nantinya. Tentunya praktik yang dijalankan di home industry 

kerupuk Desa Sumberagung Ngraho Bojonegoro ini belum sesuai dengan 

hadits Nabi Muhammad SAW.  

B. Analisis Penentuan Upah Kerja 

Menurut Islam, dalam menentukan upah harus ada kesepakatan 

antara pekerja dengan pemilik usaha dengan cara yang adil dan harus 

layak bagi kelangsungan hidup pekerja. Adapun dalil mengenai penentuan 

upah yang adil terdapat dalam surat an-Nahl ayat 90. 

إِيتَاْئِْذِىْال قُرْ اإِنَّْاللهَْيأَ ْمُرُْبِْ سَنََِْ لََِْالْ ِح  هََىل عَد  يَ ن   شَاْءََِْال مُكَرََِْال بَ غ ىِْعَنِْال ََحْ ْبََََْ  

نََْ ْتَذكََّرُ  َ ْلَعَلَّكُ  َ  يعَِظُكُ

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa penentuan upah di home 

industry Desa Sumberagung sudah adil. Karena di home industry  kerupuk 

ini dalam menentukan jumlah upah sesuai dengan bidang pekerjaan 

mereka, sesuai tanggungjawab masing-masing, dan sesuai waktu bekerja. 

Dalam menentukan upah, selain pemilik usaha harus menerapkan 

sikap adil juga tidak boleh membebani seorang pekerja. Sebagaimana 

yang terdapat dalam hadits berikut: 

ََْقاَلَْلِْ ْالنَّبِِّْصَلَّىْاللهُْعَلَي هََِْسَلَّ رَي رةَْعَن  ُُ ْأَبِْ كََِْعَن  لُوكِْطَعَاْمُهُْ وَْل مَم  كَلَُِّوْتُْْتهََُُْلَْس 

ْال عَمَلِْمَاْلَْيطُِيقُْنهَُْ مِن   
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Artinya: “Dari Abu Hurairah dari Nbi SAW, Beliau bersabda: 

“Seorang hamba sahaya berhak untuk mendapatkan makanan dan 

pakaiannya, janganlah kalian bebani dia dengan pekerjaan yang di luar 

kemampuannya.”” 

Hadis di atas selain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga 

diriwayatkan oleh Muslim. Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa upah 

haruslah mencukupi pekerja untuk mendapatkan makanan dan pakaian 

yang mencukupi untuk dirinya dan keluarga tanpa membebani dirinya 

secara berlebihan dalam pekerjaan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, para pekerja home industry 

kerupuk Desa Sumberagung Ngraho Bojonegoro tidak merasa terbebani 

dengan pekerjaan yang diperintahkan oleh pemiliki usaha. Sehingga 

mereka bekerja tidak dalam keadaan tertekan. para pekerja diberi upah 

sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. 

Dalam menentukan upah selain dua hal diatas yang harus diterapkan 

juga adalah asas kerelaan antara kedua belah pihak. Sebagaimana dalam 

Surat an-Nisaa’:29. 

ْباِل بَاطِْ  َ نَكُ ْبَ ي    َ وَالَكُ ْتَكُْياَيَ يهََاالَّذِي نَْامََنُ و التَأَ كُلُو اامَ  ْتَ راَضٍْلِْاِلَّانَ  ْو نَْتَِِارةًَعَن 

 َْ  مِن كُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali 
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dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara 

kamu...”. 

Ayat diatas menunjukkan bahwa segala transaksi yang dilakukan 

harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing 

pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, dan miss-statement. 

Jika hal ini tidak terpenuhi maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara 

yang batil (al-aqdu bil bathil). 

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa penentuan upah di home 

industry Desa Sumberagung sudah menerapkan asas kerelaan. Karena 

para pekerja sudah saling rela atas jumlah upah yang diterimanya. 

Meskipun upah yang diterimanya tersebut dibawah UMK. 

3. Analisis Pelaksanaan Pembayaran Upah Kerja 

Pada dasarnya, permasalahan mengenai upah bukan hanya berkaitan 

dengan soal uang saja, akan tetapi lebih kepada wujud saling tolong 

menolong dan memberi penghargaan terhadap sesama atas apa yang 

sudah dikerjakan. Islam sangat menganjurkan manusia untuk saling 

tolong menolong dalam hal kebaikan, karena pada dasarnya manusia 

adalah makhluk sosial dimana antara manusia satu dengan manusia 

lainnya saling membutuhkan. 

Bentuk dari tolong menolong sangatlah banyak. Salah satunya  

sistem kerjasama dalam suatu pekerjaan seperti sitem pengupahan. 

Kerjasama ini dimaksudkan supaya saling menguntungkan guna 

meningkatkan pendapatan sehingga kebutuhan hidup pekerja maupun 
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pemilik usaha dapat terpenuhi. Sesungguhnya Allah SWT menciptakan 

manusia dengan kedudukan yang berbeda supaya antara manusia yang 

satu dengan lainnya dapat saling tolong menolong. 

Dalam suatu hubungan pekerjaan khususnya persoalan pengupahan. 

Adanya kesepakatan dalam menentukan waktu pembayaran upah maupun 

jumlah upah yang akan di terima sangat dianjurkan dalam Islam, supaya 

pekerja maupun pemilik usaha dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya berjalan dengan baik sehingga tercipta hubungan kerja yang 

baik juga. 

Dalam Islam sudah diatur bahwa dalam melaksanakan pembayaran 

upah kepada pekerja harus tepat waktu dan tidak boleh ditunda-tunda. 

Sebagaimana terdapat dalam hadits nabi SAW berikut: 

ْعَب دِالِلهْب نِْعُمَرَْقاَلَْقاَلَْرَسُو لُْالِلهْصَلَّْاللهُْعَلَي هَََْسَْ ََْعَن  رَُ ْقَ ب لَْأَْْلَّ َجِِي ََْأَجِي  ْأَع طوُاْال  ن 

ْعَرَْقهُُْ  يََِفَّ

Artinya: “Dari Abdullah bin ‘Umar berkata, Rasulullah SAW 

bersabda, “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”. 

Penjelasan hadits diatas bahwa pemberian upah kepada pekerja 

tidak boleh diangap sebagai masalah yang kecil oleh pemilik usaha. 

Pembayaran upah merupakan kewajiban pemilik usaha yang harus 

secepatnya diberikan kepada pekerja atas suatu pekerjaan yang sudah 

dilakukannya. Dalam pembayaran upah tidak boleh adanya penundaan 

tanpa adanya alasan tertentu. Apabila dalam pembayaran upah ada 
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keterlambatan dengan unsur kesengajaan dan kelalaian maka akan 

dikenakan denda, sebagaimana disebutkan dalam UU No. 13 tahun 2003 

pasal 95 ayat 2 yang berbunyi pengusaha yang karena kesengajaan atau 

kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, akan 

dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah 

pekerja/buruh. Sedangkan dalam aturan Islam dalam pembayaran upah 

pekerja ditunda-tunda padahal dia dalam keadaan mampu, maka ia 

termasuk orang yang zalim. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis SAW. 

رَي  رةََْرَضِيْاللهُْعَن هُْأَنَّْرَسُوْلَْالِلهْصَلّىْاللهُْعَلَيْ  ُُ ْأَبِْ ٌَْعَن  َّْقاَْلَ:ْمَط لُْال غَنِيْظلُ  ْهََِْسَلّ

 )رَََاُ ْال بُخَاْرىُِ(.

ْArtinya : “Dari Abu Hurayrah RA. bahwasanya Rasulullah SAW. 

bersabda, “Orang kaya yang menunda (membayar utangnya) adalah 

zalim” (HR. al-Bukhari). 

Berdasarkan hasil penelitian, home industry kerupuk Desa 

Sumberagung Ngraho Bojonegoro menggunakan sistem upah mingguan, 

dimana setiap satu minggu sekali upah pekerja akan dibayarkan yaitu 

pada hari kamis. Pemilik usaha home industry kerupuk Desa 

Sumberagung dalam melaksanakan pembayaran upah tidak pernah 

menunda-nunda. Beliau selalu membayarkan upah pekerja tepat pada 

waktu yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini tentunya sudah sesuai 

dengan hadits nabi diatas. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Terdapat dua isu yang diamati dalam proses pengupahan tenaga 

kerja, pertama kepastian nilai upah dan durasi kerja. Karena kedua hal 

tersebut menjadi alat hitung untuk menentukan jumlah upah yang akan 

diterimanya, mereka dapat mengira-ngira apakah dengan hasil pendapatan 

dari bekerja ditempat tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-

hari mereka dan keluarganya 

Bab ini terdiri dari 2 sub bab, sub bab pertama yaitu kesimpulan, 

yang berisi tentang pengupahan tenaga kerja yang ada di home industry 

kerupuk Desa Sumberagung Ngraho Bojonegoro serta pengupahan tenaga 

kerja yang ada di home industry kerupuk Desa Sumberagung ditinjau dari 

perspektif Ekonomi Islam. Sub bab kedua yaitu saran, berisi tentang saran 

bagi pemilik usaha home industry kerupuk dalam hal pengupahan yang 

sesuai dengan Ekonomi Islam. 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis menjelaskan pembahasan di atas maka dapat 

diambil beberapa kesimpulan, yaitu: 

1. Pemilik usaha home industry kerupuk Desa Sumberagung dalam 

melaksanakan pembayaran upah kepada pekerja tidak pernah 

menunda-nunda dan selalu tepat waktu. Akan tetapi, pada saat 

melakukan perjanjian kerja pemilik usaha tidak menyebutkan jumlah 
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upah yang akan diterima pekerja sebelum pekerjaan dimulai. Hal ini 

tentunya bertentangan dengan ajaran Islam. 

2. Dalam menentukan upah, pemilik usaha home industry kerupuk Desa 

Sumberagung sudah menerapkan sikap keadilan. Karena beliau 

memberi upah pekerja sesuai apa yang telah mereka kerjakan dan 

sesuai tugas mereka dan para pekerja sudah rela atas jumlah upah 

yang didapatkannya, artinya upah sudah bisa dikatakan layak. 

B. Saran 

1. Dalam melakukan hubungan kerja, kita sebagai orang Islam harus 

sesuai Syari’at Islam. Seperti halnya dalam kontrak kerja sebelum 

pekerjaan dimulai pemilik usaha harus menyebutkan jumlah upah 

yang akan diterima pekerja. Supaya nantinya tidak timbul masalah-

masalah di kemudian hari. 

2. Jika dilihat dari omset penjualan yang setiap bulannya sebesar Rp. 

50.000.000, maka diharapkan dalam memberi upah kepada pekerja 

bisa dinaikkan lagi agar pekerja lebih termotivasi dan lebih semangat 

dalam bekerja sehingga bisa mencapai target produktivitas yang 

diinginkan. 
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